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ABSTRAK  

  

PERAN SATLANTAS POLRESTA BANDAR LAMPUNG DALAM  

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU  

LINTAS BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF  

(Studi Kasus Polresta Bandar Lampung)  

  

Oleh  

 Ferni Kriswidiana  

  

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang memiliki 

dampak serius dan berpotensi mengganggu keamanan serta keselamatan 

masyarakat. Meskipun insiden ini sebenarnya bisa dicegah melalui pengawasan 

yang memadai, tetapi tidak jarang menimbulkan korban jiwa, cedera fisik, serta 

kerugian finansial yang cukup besar, terutama bila terjadi pelanggaran lalu lintas 

yang akhirnya memasuki proses hukum. Di Indonesia, khususnya di Kota Bandar 

Lampung, kecelakaan lalu lintas yang ditangani oleh Satuan Lalu Lintas Polresta 

Bandar Lampung mendapat perhatian yang signifikan, seperti yang tercatat dalam 

berbagai laporan resmi dan putusan pengadilan. Dalam menangani kasus tersebut, 

selain memperhatikan aspek hukum biasa, juga diterapkan pendekatan alternatif 

berupa keadilan restoratif, yang bertujuan untuk memulihkan hubungan antara 

pelaku dengan korban. 

 

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis 
empiris. Narasumber penelitian terdiri dari Kanit Satlantas Polresta Bandar 

Lampung, Penyidik Pembantu Satlantas Polresta Bandar Lampung dan Dosen 
Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data 

dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya data dianalisis 

secara kualitatif.  

  

Hasil penelitian dan diskusi menunjukkan bahwa Satlantas Polresta Bandar 
Lampung berperan penting dalam menyelesaikan tindak pidana kecelakaan lalu 

lintas berdasarkan keadilan restoratif, yang menekankan pemulihan hubungan 
antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan sekadar hukuman. Dalam studi kasus 

Polresta Bandar Lampung, Satlantas bertindak sebagai mediator aktif yang 
memfasilitasi mediasi, mempertimbangkan kesalahan pelaku yang dilakukan sadar 

dan tanpa paksaan, namun lebih fokus pada restitusi dan rehabilitasi daripada sanksi 
pidana konvensional. Solusi yang sering diterapkan meliputi kesepakatan damai, 
pembayaran ganti rugi langsung kepada korban, dan program edukasi keselamatan 

berkendara bagi pelaku. Peran ini menghasilkan dampak positif seperti 
pengurangan beban sistem peradilan pidana, peningkatan kepuasan korban, serta 

pencegahan kecelakaan berulang, sehingga pendekatan keadilan restorative dinilai 

efektif dalam konteks pelanggaran lalu lintas di wilayah tersebut.  
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Saran dari penelitian ini, Satlantas Polresta Bandar Lampung perlu terus 
mengoptimalkan penerapan keadilan restoratif sesuai Peraturan Kapolri Nomor 8 

Tahun 2021, serta meningkatkan profesionalisme dan pemahaman hukum 
masyarakat agar penerapan keadilan restoratif tetap efektif, adil, dan berkelanjutan. 
atlantas juga perlu menjaga keseimbangan faktor-faktor penegakan hukum, 

substansi hukum, aparat, sarana, masyarakat, dan budaya.  

  

Kata Kunci: Satlantas, Kecelakaan Lalu Lintas, Keadilan Restoratif.  



 

 

 

ABSTRACT 

 

THE ROLE OF THE BANDAR LAMPUNG POLICE TRAFFIC UNIT IN 

RESOLVING TRAFFIC ACCIDENTS BASED ON RESTORATIVE JUSTICE 

(Bandar Lampung Police Station Case Study) 

 

By 

Ferni Kriswidiana 

 

Traffic accidents are a type of crime that can have serious consequences and may 

affect public safety and security. 

Even though these incidents can be prevented through proper monitoring, they often 

lead to deaths, injuries, and considerable financial losses, especially when traffic 

violations result in legal actions. In Indonesia, particularly in Bandar Lampung 

City, traffic accidents managed by the Bandar Lampung Police Traffic Unit are 

given considerable attention, as reflected in various official reports and court 

rulings. When handling such cases, the unit not only considers standard legal 

aspects but also employs an alternative method, restorative justice, which focuses 

on rebuilding relationships between the perpetrator and the victim. 

 

The research employed normative legal and empirical legal approaches. 

The informants included the head of the Bandar Lampung Police Traffic Unit, an 

assistant investigator from the same unit, and a lecturer from the Criminal Law 

Department at the Faculty of Law, University of Lampung. Data was collected 

through literature studies and field research, followed by qualitative analysis. 

 

The findings and discussion reveal that the Bandar Lampung Police Traffic Unit 

plays a significant role in resolving traffic accidents using restorative justice, which 

prioritizes restoring relationships among the perpetrator, victim, and the 

community instead of relying solely on punishment. 

In the case study of Bandar Lampung Police, the Traffic Unit functioned as an 

active mediator, facilitating mediation while taking into account the perpetrator's 

conscious and non-coercive mistakes. The focus was more on restitution and 

rehabilitation rather than traditional criminal penalties. Common solutions used 

include peace agreements, direct compensation to victims, and road safety 

education for offenders. These approaches have positive effects, such as reducing 

the load on the criminal justice system, increasing victim satisfaction, and 

preventing future accidents. Therefore, the restorative justice method is seen as 

effective in the context of traffic violations in this area. 
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The research suggests that the Bandar Lampung Police Traffic Unit (Satlantas 

Polresta Bandar Lampung) should continue to enhance the implementation of 

restorative justice in line with the Chief of Police Regulation Number 8 of 2021. 

It also recommends improving the professionalism and legal awareness of the 

public to ensure restorative justice remains effective, fair, and sustainable. The 

Traffic Unit must also maintain a balance between law enforcement, legal 

principles, officers, facilities, the community, and culture. 

 

Keywords: Satlantas, Traffic Accidents, Restorative Justice 
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MOTO 

 

“Sebab TUHAN, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan 

menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan 

meninggalkan engkau; janganlah takut dan janganlah patah hati" 

(Ulangan 31: 8) 

 

 

 

“Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lelah semangatmu, karena ada 

upah bagi usahamu!” 

(2 Tawarikh 15; 7) 
 

 

 

“Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang” 

(Amsal 32:18) 

 

 

“Setetes keringat orang tuaku yang keluar, ada seribu langkahku untuk maju” 

(Penulis) 
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I. PENDAHULUAN 

A.Latar Belakang Masalah  

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu isu sosial yang terus meningkat seiring 

dengan bertambahnya jumlah kendaraan dan mobilitas masyarakat. Selain 

menyebabkan kerugian materiil, kecelakaan ini juga sering kali mengakibatkan 

luka berat hingga kehilangan nyawa, yang memiliki dampak luas secara psikologis 

dan sosial. Sampai saat ini, penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas masih 

cenderung menggunakan pendekatan hukum pidana konvensional yang fokus pada 

penghukuman pelaku, sementara kurang memberikan ruang bagi pemulihan korban 

dan hubungan sosial. Namun, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu 

menjawab kebutuhan yang lebih manusiawi, salah satunya melalui pendekatan 

keadilan restoratif (restorative justice), yang menekankan pada dialog, tanggung 

jawab, serta pemulihan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konteks ini, 

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) sebagai bagian dari kepolisian memiliki peran 

penting dalam penanganan kecelakaan serta inisiasi penyelesaian secara restoratif. 

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji peran Satlantas Polresta Bandar Lampung 

dalam menyelesaikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan 

keadilan restoratif, serta seberapa efektif pendekatan tersebut diimplementasikan di 

wilayah hukum tersebut.  

Peran Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung dalam penanganan tindak 

pidana kecelakaan lalu lintas yang semakin meningkat. Kecelakaan lalu lintas tidak 

hanya menyebabkan kerugian materiil, tetapi juga mengakibatkan dampak 

psikologis dan sosial yang signifikan bagi korban dan keluarga mereka. Dalam 

upaya menyelesaikan kasus-kasus tersebut, pendekatan Keadilan restoratif menjadi 

penting untuk diterapkan, karena dapat memberikan ruang bagi dialog antara pihak-

pihak yang terlibat, serta mendorong pemulihan hubungan dan tanggung 

jawabsosial.  
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Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peran 

Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung dalam menerapkan prinsipprinsip 

keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu 

lintas.Penerapan disiplin lalu lintas di Indonesia masih tergolong rendah, dengan 

banyaknya pelanggaran yang terjadi.   

  

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengendara mematuhi aturan lalu lintas 

bukan karena kesadaran, melainkan karena takut akan sanksi denda.1 Maka dari itu, 

salah satu bentuk dan akibat dari pelanggaran yang sering terjadi adalah kecelakaan 

lalu lintas yang dapat merugikan diri sendiri bahkan orang lain, termasuk 

pihakpihak yang terlibat dalam insiden tersebut.2 Pasal 1 butir 24 Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa 

“Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak 

disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang 

mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.  

  

Sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh ketidakpatuhan dan kelalaian 

pengendara. Selain itu, sikap buruk pengemudi yang cenderung mementingkan diri 

sendiri dan mengabaikan keselamatan pengendara lain juga berkontribusi pada 

masalah ini.3 Berdasarkan Pasal 229 Ayat (1)  Undang-Undang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan (UU LLAJ), kecelakaan lalu lintas diklasifikasikan menjadi tiga 

jenis, yaitu kecelakaan lalu lintas ringan,sedang dan berat tergantung pada kerugian 

& cidera fisik suatu peristiwa di mana kendaraan bermotor terlibat dalam insiden 

yang mengakibatkan kerusakan, cedera, atau bahkan kematian. Kecelakaan lalu 

lintas ini merupakan kejadian yang tidak terduga dan tidak disengaja oleh 

 
1 Ahmad Munawar, “Manajemen Lalu Lintas Perkotaan”, Beta Offset, Yogyakarta, (2004), hlm. 18. 
2 Walintukan, Joel Efraim Yohanis. "Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Penyelesaian 

Pelanggaran Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian." Lex Crimen  (2021),hlm 66 3 

Romli Atmasasmita, “Teori dan Kapita Selekta Kriminologi”, Refika Aditama, Bandung, 2005, 

hlm. 127.  
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pengemudi kendaraan bermotor. Kecelakaan lalu lintas dapat dianggap sebagai 

pelanggaran hukum jika tidak memenuhi unsur-unsur berkendara yang aman.2 

Pelanggaran yang terjadi di jalan raya dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas 

dijelaskan secara rinci dalam Bab XIII Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang merupakan ketentuan hukum dalam 

undang-undang tersebut.3  Terdapat kasus-kasus yang diselesaikan melalui jalur 

pengadilan yaitu litigasi, namun ada pula yang diselesaikan di luar pengadilan yaitu 

non litigasi, dengan melalui proses perdamaian antara kedua belah pihak. 

Menariknya, dalam beberapa insiden kecelakaan yang mengakibatkan korban luka 

berat bahkan hingga kehilangan nyawa, pendekatan perdamaian tetap diterapkan, 

dengan penyelesaian kasus dilakukan menggunakan prinsip keadilan restoratif.  

  

Keadilan restoratif adalah pendekatan untuk menyelesaikan konflik hukum yang 

melibatkan mediasi antara korban dan pelaku. Tujuan utama dari keadilan restoratif 

adalah untuk memulihkan keadaan korban, pelaku, dan masyarakat melalui 

kesepakatan yang dicapai dalam proses tersebut. Satjipto Rahardjo menyatakan 

bahwa penyelesaian perkara melalui sistem peradilan, yang berakhir dengan 

putusan pengadilan, merupakan bentuk penegakan hukum yang berlangsung 

lambat. Proses ini melibatkan perjalanan yang panjang dan melewati berbagai 

tahap, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, 

hingga Mahkamah Agung. Akibatnya, hal ini menyebabkan penumpukan kasus 

yang cukup besar di pengadilan.  

 

 

 

 

 
2 Agus Nugroho, “Pengenalan Rekayasa Keselamatan Jalan”, Kementrian PUPR, Jakarta, 2016, 

hlm  

7.  
3 Rauf, A., N. Arfa, dan E. Siregar, “Penerapan Sanksi Tindakan Terhadap Pelanggaran Lalu 

Lintas yang Dilakukan oleh Anak”, PAMPAS: Journal Of Criminal, Volume 2, Nomor 1, 2021, 

hlm 99.  
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Pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana telah diatur dalam 

Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang 

Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penghentian penuntutan 

berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:   

a. Keadilan   

b. Kepentingan umum   

c. Proporsionalitas   

d. Pidana sebagai upaya terakhir   

e. Proses yang cepat, sederhana, dan biaya rendah.  

Tabel 1. Data Jumlah Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Sat Lantas Polresta 

Bandar Lampung 2022-2025 

Tahun  Luka 

Berat  

Luka 

Ringan  

Meninggal  

Dunia  

Upaya RJ  

Januari - Desember  

2022  

11 Orang  219 Orang  63 Orang  254 Kasus 

Januari - Desember  

2023  

10 Orang  191 Orang  56 Orang  245 Kasus   

Januari - Desember  

2024  

33 Orang  152 Orang  60 Orang  198 Kasus 

Januari - Agustus  

2025  

19 Orang  75 Orang  25 Orang  87 Kasus 

Sumber : Satlantas Polresta Bandar Lampung Tahun 2025 

 

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan, didapatkan data 

kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung dari tahun 2022 

sampai dengan 2025, berjumlah 914 korban, yaitu 293 korban pada tahun 2022, 257 

korban pada tahun 2023, 245 korban pada tahun 2024, dan 119 korban pada tahun 

2025. Dengan kualifikasi korban kecelakaan lalu lintas dengan total luka ringan 

berjumlah 637 orang, luka parah 73 orang, dan meninggal dunia 204 korban.  
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Kecelakaan lalu lintas menjadi salah satu masalah serius dibidang hukum dan 

transportasi di Indonesia. Seringkali, kelalaian pengendara dalam memperhatikan 

situasi di jalan menjadi faktor utama penyebab terjadinya kecelakaan. Salah satu 

contoh yang mencerminkan fenomena ini terjadi pada hari Minggu, 24 September 

2023, di Jalan Diponegoro, Kota Bandar Lampung. Dalam insiden tersebut, dua 

kendaraan bermotor terlibat, yaitu sepeda motor Yamaha Jupiter Z bernomor polisi 

BE 5202 YA yang dikendarai oleh saudara Salman Alfarizi, dan sepeda motor 

Honda Vario bernomor polisi BE 2367 AFV yang di kendarai oleh saudara Bestar 

Josua. Kecelakaan ini terjadi di area lampu merah, dimana menyebabkan luka-luka 

dan memerlukan perawatan medis di RS Abdul Moeloek. Kecelakaan lalu lintas 

yang terjadi melibatkan dua kendaraan bermotor, Peristiwa ini menjadi contoh 

nyata dimana mekanisme penyelesaian perkara dimanfaatkan. Kedua belah pihak 

mengalami kerugian, baik secara materiil maupun imateriil, akibat insiden tersebut.  

 

Dalam meinyeileisaikan kasus ini, peindeikatan keiadilan reistoiratif deingan cara meidiasi 

yaitu meimbeirikan keiseimpatan bagi keidua pihak untuk meiraih keiseipakatan yang 

saling meinguntungkan tanpa harus teirjeibak dalam proiseis hukum. Proiseis ini 

meilibatkan meidiasi antara peilaku dan koirban, deingan dukungan dari pihak 

keipoilisian atau leimbaga teirkait, untuk meincapai keiseipakatan yang adil. 

Keiseipakatan teirseibut dapat meincakup ganti rugi, peirmoihoinan maaf, seirta 

koimitmein untuk leibih beirhati-hati saat beirkeindara di masa meindatang.4  

  

Eifeiktivitas peindeikatan yang diteirapkan oileih Satuan Lalu Lintas Poilreista Bandar 

Lampung dalam peinyeileisaian tindak pidana keiceilakaan lalu lintas, apakah masih 

beirfoikus pada aspeik hukum foirmal atau sudah meingadoipsi prinsip keiadilan 

reistoiratif. Seilain itu, kurangnya peimahaman masyarakat teirhadap koinseip keiadilan 

reistoiratif meinjadi hambatan dalam proiseis peinyeileisaian yang leibih manusiawi dan 

adil. Tantangan koioirdinasi antara keipoilisian, koirban, peilanggar, dan masyarakat 

juga meimpeingaruhi teircapainya keiseipakatan yang saling meinguntungkan. 

Seilanjutnya, peinting untuk meingeivaluasi dampak peineirapan keiadilan reistoiratif 

 
4 Azhar, Ahmad Faizal. "Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem 

Peradilan Pidana di Indonesia." Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam  (2019): hlm 135.  
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teirhadap keipuasan koirban dan peilanggar seikaligus peingaruhnya dalam 

meiningkatkan keisadaran masyarakat meingeinai keiseilamatan beirlalu lintas. 

Peirmasalahan ini meinjadi foikus peineilitian guna meimbeirikan reikoimeindasi yang 

koinstruktif bagi Satuan Lalu Lintas Poilreista Bandar Lampung dalam meiningkatkan 

proiseis peinyeileisaian kasus keiceilakaan lalu lintas. Keiadilan reistoiratif dapat dipahami 

seibagai suatu meitoidei yang seicara filoisoifis dirancang untuk meinjadi soilusi dalam 

meinyeileisaikan koinflik yang seidang beirlangsung. Seilain meinyeileisaikan suatu 

peirkara seicara litigasi atau didalam peingadilan, keipoilisian juga dapat 

meinyeileisaikan suatu peirkara deingan  meinggunakan cara noin litigasi atau diluar 

peingadilan deingan cara yang beirmacammacam untuk meineimukan titik teirang 

antara keidua beilah pihak yang beirsangkutan.5   

  

Keiadilan reistoiratif yang meinjadi foikus peineilitian ini meineikankan pada upaya 

meimpeirbaiki keiadaan deingan meingatasi keirugian yang ditimbulkan akibat tindak 

pidana keiceilakaan lalu lintas. Peindeikatan ini tidak hanya meimprioiritaskan 

peimulihan keirugian mateiriil, seipeirti keirusakan keindaraan dan biaya peingoibatan, 

teitapi juga meimpeirhatikan peimulihan keirugian immateiriil, seipeirti trauma 

psikoiloigis dan hubungan yang rusak antara koirban dan peilanggar.   

  

Deingan meilibatkan seimua pihak teirkait teirmasuk koirban, peilaku, dan koimunitas 

dalam dialoig yang koinstruktif, meitoidei ini beirupaya meinciptakan soilusi yang adil 

dan meinyeiluruh, seihingga proiseis peinyeileisaian kasus keiceilakaan lalu lintas tidak 

hanya beiroirieintasi pada hukuman seimata, teitapi juga peimulihan dan reikoinsiliasi 

soisial. Peindeikatan ini diharapkan dapat meiningkatkan rasa keiadilan dan keipuasan 

para pihak yang teirlibat seirta meindoiroing keisadaran beirsama meingeinai peintingnya 

keiseilamatan beirlalu lintas.8 Peindeikatan ini seijalan deingan Peiraturan Keipoilisian 

Neigara Reipublik Indoineisia (Peirkap) Noimoir 8 Tahun 2021 meingeinai peinanganan 

tindak pidana beirdasarkan keiadilan reistoiratif. Dalam peiraturan teirseibut diatur 

bahwa beibeirapa peirkara, teirmasuk keiceilakaan lalu lintas, dapat diseileisaikan 

 
5 Ananda, Hilda, and Siti Nur Afifah. "Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi." Sharia and 

Economy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam (Sharecom) (2023):hlm 58. 8 Rian 

Van F.K dan T.C. Rafael, “Harapan vs Kenyataan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak 

Pidana Pemalsuan Surat”, Jurnal Hukum, Volume 3, Nomor 3, 2023, hlm. 281.  
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meilalui jalur damai apabila meimeinuhi syarat-syarat teirteintu. Keiadilan reistoiratif 

tidak hanya beirfoikus pada hukuman, teitapi juga meingeideipankan prinsip peimulihan 

dan peinceigahan untuk meinceigah teirulangnya keijian seirupa.6  

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup  

1. Peirmasalahan  

Beirdasarkan latar beilakang yang teilah dijeilaskan diatas, maka peirmasalahan yang 

akan peinulis bahas adalah seibagai beirikut :  

a. Bagaimanakah peiran Satlantas Poilreista Bandar Lampung dalam peinyeileisaian      

tindak pidana keiceilakaan lalu lintas keindaraan roida dua beirdasarkan keiadilan 

keiadilan reistoiratif ?  

b. Apakah faktoir-fakoir yang meimpeingaruhi peiran Satlantas Poilreista Bandar 

Lampung dalam peinyeileisaian tindak pidana keiceilakaan beirdasarkan keiadilan 

reistoiratif ?  

2. Ruang Lingkup  

Ruang lingkup dalam peineilitian ini Ruang lingkup peineilitian ini teirfoikus pada 

bidang hukum pidana, yang seicara khusus dibatasi pada analisis meingeinai peiran 

Satlantas Poilreista Bandar Lampung dalam peinyeileisaian tindak pidana keiceilakaan 

lalu lintas yang meilibatkan keindaraan roida dua beirdasarkan peindeikatan keiadilan 

reistoiratif. Peineilitian ini direincanakan akan dilaksanakan pada tahun 2025 deingan 

meingikuti syarat dan keiteintuan yang teilah diteitapkan.  

  

C.Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Peineilitian  

Beirdasarkan peirmasalahan yang teilah dijabarkan seibeilumnya, maka tujuan dari 

peineilitian ini adalah:  

a. Untuk meingeitahui peiran Satuan Lakalantas Poilreista Bandar Lampung dalam 

peinyeileisaian tindak pidana keiceilakaan lalu lintas keindaraan roida dua beirdasarkan 

keiadilan reistoiratif.  

 
6 Narayani, Kadek Astiti, Ni Putu Rai Yuliartini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Implementasi 

Restorative Justice Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Di Polres Buleleng)." Jurnal 

Gender Dan Hak Asasi Manusia (2023): hlm 83.  
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b. Untuk meingeitahui apa saja faktoir yang meinghambat dalam proiseis peinyidikan 

tindak pidana keiceilakaan lalu lintas beirdasarkan keiadilan reistoirativei pada Satuan 

Lakalantas Poilreista Bandar Lampung? 

 

2. Keigunaan Peineilitian  

a. Keigunaan Teioiritis  

Keigunaan peineilitian ini adalah seibagai kointribusi untuk keimajuan disiplin ilmu  

Hukum Pidana, seirta meimbeirikan peimbeilajaran dan manfaat jangka panjang, 

khususnya dalam meinyikapi peirmasalahan yang beirkaitan deingan peineirapan 

hukum pidana foirmil pada tindak pidana laka lantas deingan beirdasarkan keiadilan 

reistoirativei justicei.  

b. Keigunaan Praktis  

Keigunaan praktis diharapkan dapat meimbeirikan dampak seicara langsung. 

Peineilitian ini diharapkan beirmanfaat keipada aparat peineigak hukum, hasil 

peineilitian ini diharapkan dapat meinjadi reifeireinsi tambahan khususnya meingeinai 

peineirapan hukum pidana foirmil pada tindak pidana laka lantas deingan beirdasarkan 

keiadilan reistoirativei justicei.  

D.Kerangka Teoritis dan Konseptual  

1. Kerangka Teoritis  

Teioiri keibijakan hukum pidana dan teioiri peirtanggungjawaban pidana digunakan 

dalam meinganalisis dan meinjawab rumusan masalah dalam peineilitian ini, teioiri 

teirseibut juga digunakan seibagai dasar peimikiran.  

 

a. Teioiri peiran  

Meinurut Soieirjoinoi Soieikantoi, peiran adalah aspeik dinamis dari keidudukan (status) 

seiseioirang. Keitika individu meilaksanakan hak dan keiwajibannya seisuai deingan 

poisisinya, ia seidang meinjalankan peiran teirseibut. Seimeintara itu, status meirujuk 

pada seikumpulan hak dan keiwajiban yang dimiliki oileih seiseioirang. Jika individu 

meilaksanakan hak dan keiwajiban seisuai deingan statusnya, maka ia meinjalankan 

fungsi teirteintu. Seicara eiseinsial, peiran dapat dideifinisikan seibagai seirangkaian 

peirilaku yang muncul dari jabatan teirteintu. Keipribadian individu juga beirpeingaruh 

teirhadap cara peiran teirseibut dijalankan. Pimpinan di beirbagai tingkat, baik atas, 
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meineingah, maupun bawah, akan meimiliki peiran yang beirbeida. Peiran adalah 

tindakan atau peirilaku yang dilakukan oileih seiseioirang yang meinduduki poisisi dalam 

struktur soisial.  

 

b. Teioiri faktoir-faktoir yang meimpeingaruhi peineigakan hukum  

Meinurut Soieirjoinoi Soieikantoi, eiseinsi dan makna peineigakan hukum teirleitak pada 

upaya untuk meingharmoinisasikan hubungan antara nilai-nilai yang teirceirmin 

dalam kaidah-kaidah yang baik dan meinyeilaraskannya deingan tindakan yang 

dilakukan seibagai bagian dari peinjabaran nilai teirseibut. Tujuannya adalah untuk 

meinciptakan, meimeilihara, dan meinjaga keidamaian dalam inteiraksi soisial. Adapun 

faktoir-faktoir yang meimpeingaruhi peineigakan hukum, meinurut Soieirjoinoi Soieikantoi 

antara lain:  

1. Faktoir hukumnya seindiri  

2. Faktoir peineigak hukum  

3. Faktoir sarana atau fasilitas  

4. Faktoir masyarakat  

5. Faktoir keibudayaan  

c. Teioiri Keiadilan Reistoiratif  

Koinseip keiadilan reistoiratif adalah suatu peindeikatan alteirnatif dalam peinyeileisaian 

kasus pidana yang meineikankan pada peimulihan koindisi bagi koirban, peimeinuhan 

hak-hak koirban, seirta tanggung jawab peilaku untuk meimpeirbaiki dampak dari 

tindakan yang dilakukannya.7. Peindeikatan ini beirtujuan untuk meincari soilusi yang 

adil dan beirimbang meilalui meikanismei meidiasi dan keiseipakatan antara koirban dan 

peilaku. Prinsip utama dari keiadilan reistoiratif meincakup reikoinsiliasi, peimulihan, 

seirta peinghindaran hukuman yang beirsifat reitributif. Dalam sisteim peiradilan 

pidana di Indoineisia, peindeikatan ini teilah meindapatkan leigitimasi meilalui beirbagai 

reigulasi dan keibijakan, teirmasuk dalam peinyeileisaian peirkara keiceilakaan lalu lintas.  

  

 
7 Santoso, Aris Wahjudi. "Penerapan Teori Hukum Dalam Restorative Justice." Ethics and Law 

Journal: Business and Notary (2023): hlm 15-16.  
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2. Konseptual   

Keirangka koinseiptual meirupakan seibuah gambaran yang meinghubungkan 

koinseipkoinseip khusus, kumpulan data, dan istrilah yang akan diteiliti dan diuraikan 

dalam karya ilmiah. Keirangka ini beirfungsi seibagai peita jalan yang meimandu 

peineilitian dan meimbantu peineiliti dalam meimahami hubungan antar koinseip dan 

variabeil yang teirlibat.  

a. Keipoilisian meimiliki peiran yang krusial dalam meinjaga keiamanan dan keiteirtiban 

masyarakat seirta meineigakkan hukum. Seicara umum, tugas utama keipoilisian 

meincakup peimeiliharaan keiamanan dan keiteirtiban, peineigakan hukum, seirta 

meimbeirikan peirlindungan, peingayoiman, dan peilayanan keipada masyarakat. 

Fungsi-fungsi keipoilisian meiliputi peimeiliharaan keiamanan dan keiteirtiban, 

peineigakan hukum, seirta meimbeirikan peirlindungan dan peilayanan keipada 

masyarakat. Seilain itu, keipoilisian meimiliki weiweinang untuk meilakukan 

peinyeilidikan dan peinyidikan teirhadap tindak pidana, seirta keiweinangan lain yang 

diatur dalam peiraturan peirundang-undangan yang beirlaku.8  

b. Tindak Pidana Keiceilakaan Lalu Lintas adalah peirbuatan yang meilanggar peiraturan 

peirundang-undangan yang meingatur teintang lalu lintas, yang dapat meincakup 

beirbagai jeinis peilanggaran, seipeirti meingeimudi dalam keiadaan mabuk, meilanggar 

rambu lalu lintas, atau tidak meimatuhi batas keiceipatan. Peilanggaran-peilanggaran 

ini tidak hanya beirpoiteinsi meinyeibabkan keiceilakaan lalu lintas, teitapi juga dapat 

meinimbulkan dampak seirius bagi keiseilamatan peingguna jalan lainnya. 

Keitidakpatuhan teirhadap aturan lalu lintas dapat beirujung pada keirugian yang 

signifikan, baik bagi peilanggar itu seindiri Keiadilan maupun bagi oirang lain yang 

teirlibat dalam insidein teirseibut.9  

 

 
8 Danendra, Ida Bagus Kade. "Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara 

Republik Indonesia." Lex Crimen  (2012).  
9  Silaban, Rudolf, and Indah Malau Pase. "Tinjauan yuridis sanksi pidana terhadap pelaku 

pelanggaran lalu lintas menurut undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan 

angkutan jalan." Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana  (2021):hlm 107-

119. 13 Bakhtiar, Handar Subhandi. "Pengertian Restorative Justice (Keadilan Restoratif)." 2014,  
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c. Reistoiratif adalah peindeikatan dalam peinyeileisaian koinflik yang meineikankan 

peimulihan hubungan antara peilaku tindak pidana dan koirban, seirta koimunitas yang 

teirlibat. Dalam moideil ini, peilaku, koirban, dan pihak-pihak teirkait lainnya 

beirpartisipasi dalam proiseis dialoig untuk meincapai peimahaman dan keiseipakatan 

meingeinai dampak dari tindakan pidana yang dilakukan. Tujuan utama dari keiadilan 

reistoiratif adalah untuk meimpeirbaiki keirugian yang dialami oileih koirban dan 

meimbeirikan keiseimpatan bagi peilaku untuk meineibus keisalahan meireika, seihingga 

dapat meimulihkan hubungan yang rusak dan meinceigah teirulangnya peirbuatan 

pidana di masa deipan. 13  

d. Satuan Lalu Lintas (Satlantas) adalah unit oirganisasi di dalam Keipoilisian Neigara 

Reipublik Indoineisia yang beirtugas seicara khusus meingeiloila, meingatur, dan 

meingawasi seiluruh aspeik teirkait lalu lintas di wilayah keirjanya. Satlantas 

beirtanggung jawab dalam peilaksanaan keigiatan yang meincakup peingaturan, 

peinjagaan, peingawalan, dan patroili lalu lintas untuk meimastikan keilancaran seirta 

keiamanan arus lalu lintas di jalan raya. Seilain itu, Satlantas juga beirpeiran dalam 

proiseis reigistrasi dan ideintifikasi keindaraan beirmoitoir seirta peingeimudi, seirta 

meilakukan peinyidikan teirhadap kasus-kasus peilanggaran dan keiceilakaan lalu 

lintas. Deingan deimikian, Satlantas meirupakan garda teirdeipan dalam meinjalankan 

fungsi keipoilisian khusus di bidang lalu lintas.10  

e. Peiran adalah seikumpulan peirilaku yang diharapkan dari individu yang meineimpati 

poisisi teirteintu dalam suatu keiloimpoik atau masyarakat. Peiran ini meincakup noirma-

noirma dan harapan yang meileikat pada poisisi soisial seiseioirang, yang meimandu 

tindakan individu dalam kointeiks soisial yang leibih luas.11  

 

 

 
10 Sarry, Yunita Permana, and Hananto Widodo. "Upaya Polisi Lalu Lintas dalam Meningkatkan 

Kedisiplinan Berlalu Lintas Pengendara Bermotor (Studi Deskriptif terhadap Program Kanalisasi 

Lajur Kiri pada Satlantas Polrestabes Surabaya)." Kajian Moral dan Kewarganegaraan (2014): 

hlm 565.  
11 Soerjono Soekanto, "Sosiologi Suatu Pengantar." (2012).hlm 13.  
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E. Sistematika Penulisan  

Peinulisan proipoisal skripsi atau karya ilmiah disusun deingan seijumlah koimpoinein 

dan seisuai aturan atau seicara sisteimatis agar mudah dipahami bagi peimbaca. 

Peinulis beirharap deingan disusunnya proipoisal skripsi ini seicara sisteimatis, peimbaca 

bisa meimahami alur skirpsi ini deingan mudah. Maka dari itu, peinulis meinggunakan 

sisteimatika peinulisan deingan cara seibagai beirikut.  

I. PENDAHULUAN  

Pada bab ini meirupakan bagian awal yang meinjadi dasar peimikiran dalam 

peinyusunan proipoisal skripsi. Pada bab ini, peinulis meinjeilaskan meingeinai latar 

beilakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup peineilitian, tujuan dan manfaat 

peineilitian, keirangka teioiritis dan keirangka koinseiptual, seirta sisteimatika peinulisan 

proipoisal skripsi ini.Peinulisan pada bab ini akan meinggunakan meitoidei umum kei 

khusus, peinulis akan meinjabarkan peimahaman atau peingeitahuan seicara umum 

meingeinai peirmasalahan yang peinulis angkat, seiteilah peimaparan umum dibahas, 

peinulis akan meimaparkan peinjeilasan khusus meingeinai peirmasalahan yang akan 

meinjadi peimbahasan utama dalam peineilitian ini.  

 

II. TINJAUAN PUSTAKA  

Peineilitian dalam bab ini peinulis akan meinyajikan tinjauan pustaka atau tinjauan 

umum seipeirti infoirmasi peindukung, peimahaman, dan juga koinseip-koinseip umum 

yang akan meimbantu peineilitian. Tinjauan pustaka digunakan peinulis untuk bisa 

meimbeirikan peimahaman yang leibih luas dan akan meinjadi bahan peimbeilajaran 

dalam peimbuatan proipoisal skripsi ini.  

III. METODE PENELITIAN  

Dalam bab ini, peinulis akan meinjeilaskan meitoidei peineilitian yang akan digunakan 

untuk meinyeileisaikan peineilitian ini.Bab ini juga akan meincakup proiseis yang akan 

dilalui peinulis, teirmasuk strateigi untuk meimeicahkan rumusan masalah, sumbeir dan 

jeinis data, peineintuan sumbeir peineilitian, seirta meitoidei peingumpulan dan peingoilahan 

data.  

IV.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Peineilitian dalam bab ini, peinulis akan meinyajikan hasil peineilitian yang teilah 

dilakukan. Hasil peineilitian akan disajikan seicara meinyeiluruh untuk meinjawab 
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beibeirapa peirtanyaan, yaitu meingeinai peiran Satlantas Poilreista Bandar Lampung 

dalam peinyeileisaian tindak pidana keiceilakaan lalu lintas yang meilibatkan keindaraan 

roida dua beirdasarkan prinsip keiadilan reistoiratif. Teimuan yang dipeiroileih akan 

dipaparkan beirdasarkan meitoidei peineilitian yang teilah diteirapkan.  

V.  PENUTUP  

Peineilitian dalam bab ini meinjadi bagian akhir dari peineilitian yang teilah peinulis 

lakukan, peinulis akan meinarik keisimpulan dari beibeirapa infoirmasi yang teilah di 

analisis dan juga saran peinulis beirdasarkan hasil peineilitian. Peinulisan keisimpulan 

dalam bab ini akan meimaparkan teimuan-teimuan dari peineilitian yang teilah 

dilakukan oileih peinulis, poila-poila yang teirideintifikasi, ataupun implikasi dari hasil 

peineilitian. 
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II.TINJAUAN PUSTAKA  

A. Tinjauan Umum Tugas, Fungsi dan Wewenang Satlantas  

Tugas dan weiweinang keipoilisian diatur seicara rinci dalam Undang-Undang Noi. 2 

Tahun 2002 teintang Keipoilisian Neigara Reipublik Indoineisia, khususnya pada BAB 

III. Dalam pasal 13 hingga pasal 16, dijeilaskan seicara koimpreiheinsif meingeinai 

tanggung jawab dan keikuasaan yang dimiliki oileih keipoilisian, baik di tingkat daeirah 

maupun pusat. Hal ini meincakup beirbagai aspeik, mulai dari peimeiliharaan 

keiamanan dan keiteirtiban masyarakat hingga peineigakan hukum yang adil dan 

proifeisioinal. Meingingat luasnya wilayah Indoineisia yang meimbeintang dari Sabang 

hingga Meiraukei, sangat tidak mungkin bagi keipoilisian pusat untuk meingawasi 

seiluruh daeirah seicara eifeiktif. Oileih kareina itu, dibeintuklah keipoilisian tingkat daeirah 

untuk meinjaga dan meineirtibkan keiamanan seirta keiteirtiban masyarakat di 

masingmasing wilayah. Poilisi tingkat daeirah ini dimulai dari poilisi seiktoir, yang 

leibih dikeinal deingan seibutan Poilseik. Poilseik beirtugas di tingkat keicamatan dan 

meimiliki tanggung jawab untuk meinjaga keiamanan, keiteirtiban, seirta meimbeirikan 

peingayoiman keipada masyarakat di wilayah teirseibut.  

  

Seilanjutnya, teirdapat juga poilisi reisoir yang beirfungsi untuk meinjaga keiamanan dan 

keiteirtiban di tingkat kabupatein. Wilayah tugas poilisi reisoir leibih luas dibandingkan 

deingan Poilseik, dan meireika juga meimiliki peiran dalam meingawasi seirta meimbina 

poilisi seiktoir di seitiap keicamatan dalam kabupatein teirseibut. Di tingkat proivinsi, 

teirdapat Poilda, atau Poilisi Daeirah, yang beirtanggung jawab seicara keiseiluruhan 

untuk wilayah proivinsi. Di atas Poilda, teirdapat Keipoilisian Neigara Reipublik 

Indoineisia yang beirfungsi seibagai institusi peingeindali dan peingatur keipoilisian di 

seiluruh Indoineisia. Deingan struktur ini, diharapkan keiamanan dan keiteirtiban 

masyarakat dapat teirjaga deingan leibih baik di seitiap tingkatan.  

 

 

Keidudukan dan Fungsi Keipoilisian dalam Struktur undang-undang teirseibut, 

keipoilisian dibeirikan mandat untuk meilaksanakan tugas-tugas yang beirkaitan 

deingan peirlindungan masyarakat, peinceigahan keijahatan, seirta peinanganan 
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peilanggaran hukum. Deingan deimikian, baik poilisi daeirah maupun poilisi pusat 

meimiliki peiran yang sangat peinting dalam meinjaga stabilitas dan keiamanan neigara. 

Peinjeilasan yang teirdapat dalam pasal-pasal teirseibut meimbeirikan gambaran yang 

jeilas teintang bagaimana keipoilisian beiroipeirasi dan beirfungsi dalam masyarakat.  

  

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Noimoir 2 Tahun 2002 teintang Keipoilisian Neigara 

Reipublik Indoineisia, dinyatakan bahwa POiLRI meimiliki tanggung jawab untuk 

meilibatkan dan meingoiptimalkan poiteinsi keipoilisian dalam meindukung salah satu 

tugas utama meireika. Pasal ini meineigaskan bahwa Keipoilisian Neigara Reipublik 

Indoineisia (POiLRI) meimiliki beirbagai tugas poikoik dan fungsi yang peinting, yang 

meincakup peimeiliharaan keiamanan dan keiteirtiban masyarakat, peineigakan hukum, 

seirta meimbeirikan peirlindungan, peingayoiman, dan peilayanan keipada masyarakat   

  

Deingan deimikian, fungsi keipoilisian di Indoineisia bukan hanya seikadar meinjalankan 

tugas-tugas peineigakan hukum, teitapi juga beirpeiran aktif dalam meinjaga stabilitas 

soisial dan meimbeirikan rasa aman keipada masyarakat. Hal ini meinunjukkan bahwa 

POiLRI beirkoimitmein untuk beirkointribusi dalam meinciptakan lingkungan yang 

aman dan teirtib, seirta siap meilayani masyarakat deingan baik. Seisuai deingan 

keiteintuan yang teircantum dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Noimoir 2 Tahun 

2002 teintang Keipoilisian Neigara Reipublik Indoineisia, peingeimban fungsi keipoilisian 

adalah Keipoilisian Neigara Reipublik Indoineisia (POiLRI) yang didukung oileih 

beibeirapa eintitas. Dalam hal ini, POiLRI dibantu oileih keipoilisian khusus, peinyidik 

peigawai neigeiri sipil, seirta beirbagai beintuk peingamanan swakarsa.   

  

Dalam Struktur poilri, unit lalu lintas beirada di bawah Koirps Lalu Lintas  

(Koirlantas) Poilri. Ditingkat proivinsi, dibeintuk Direiktoirat Lalu Lintas (Ditlantas) 

yang beirada dalam struktur Poilda. Seimeintara di tingkat Kabupatein/koita, teirdapat 

Satuan Lalu Linras (Satlantas) yang meinjadi bagian dari Poilreis. Ditingkat 

keiceimatan, unit ini dikeinal seibagai Unit Lantas dibawah Poilseik. Poilisi lalu lintas 

meirupakan unsur peilaksana yang beirtugas meinyeileinggarakan tugas keipoilisian 

meincakup peinjagaan, peingaturan, peingawalan dan patroili, peindidikan masyarakat 

dan reikayasa lalu lintas, reigistrasi dan ideintifikasi peingeimudi atau keindaraan 
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beirmoitoir, peinyidikan keiceilakaan lalu lintas dan peineigakan hukum dalam bidang 

lalu lintas guna meimeilihara keiamanan, keiteirtiban dan keilancaran lalu lintas.  

 

Seimeintara di tingkat Kabupatein/koita, teirdapat Satuan Lalu Lintas (Satlantas) yang 

meinjadi bagian dari Poilreis, yang foikus pada oipeirasioinal harian seipeirti patroili, 

peinanganan peilanggaran, dan inveistigasi keiceilakaan di areia loikal. Satlantas ini 

meirupakan ujung toimbak di lapangan, beikeirja langsung deingan masyarakat untuk 

meimastikan keipatuhan aturan lalu lintas. Di tingkat keicamatan, unit ini dikeinal 

seibagai Unit Lantas di bawah Poilseik, yang leibih speisifik meinangani tugas-tugas 

mikroi seipeirti peingaturan lalu lintas di jalan-jalan keicil, peindidikan keiseilamatan 

keipada warga seiteimpat, dan reispoins ceipat teirhadap insidein lalu lintas. 

 

Poilisi lalu lintas meirupakan unsur peilaksana yang beirtugas meinyeileinggarakan 

tugas keipoilisian meincakup peinjagaan, peingaturan, peingawalan dan patroili, 

peindidikan masyarakat dan reikayasa lalu lintas, reigistrasi dan ideintifikasi 

peingeimudi atau keindaraan beirmoitoir, peinyidikan keiceilakaan lalu lintas dan 

peineigakan hukum dalam bidang lalu lintas. Tugas-tugas ini dirancang untuk 

meimeilihara keiamanan, keiteirtiban, dan keilancaran lalu lintas, deingan peindeikatan 

preiveintif meilalui eidukasi dan reipreisif meilalui sanksi hukum. Misalnya, patroili rutin 

meimbantu meinceigah peilanggaran, seimeintara peinyidikan keiceilakaan meimastikan 

peirtanggungjawaban peilaku. 

 

  

Hal ini meinunjukkan bahwa tugas keipoilisian tidak hanya dilakukan oileih POiLRI 

seindiri, teitapi juga meilibatkan beirbagai pihak untuk meiningkatkan eifeiktivitas 

dalam meinjaga keiamanan dan keiteirtiban masyarakat. Keipoilisian Neigara Reipublik 

Indoineisia, seibagai institusi yang beirtanggung jawab dalam peimeiliharaan keiamanan 

dan keiteirtiban masyarakat, juga meimiliki tugas dan fungsi khusus yang dieimban 

oileih Satuan Lalu Lintas (Satlantas).  

Struktur hieirarki ini meimungkinkan koioirdinasi yang eifisiein dari pusat hingga 

daeirah, meimastikan bahwa keibijakan nasioinal diteirapkan seicara koinsistein di 

tingkat loikal. Deingan peimbagian tugas yang jeilas, unit lalu lintas dapat meireispoins 
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tantangan seipeirti peiningkatan voilumei keindaraan atau keiceilakaan musiman deingan 

leibih eifeiktif. Namun, tantangan seipeirti keiteirbatasan peirsoineil dan infrastruktur 

peirlu diatasi meilalui peilatihan dan teiknoiloigi. Seicara keiseiluruhan, struktur ini 

meindukung visi Poilri untuk meinciptakan lalu lintas yang aman dan teirtib, 

beirkointribusi pada peingurangan angka keiceilakaan di Indoineisia. Jika Anda ingin 

deitail leibih lanjut teintang tugas speisifik di suatu tingkat atau cointoih kasus, beiri tahu 

saya untuk eilaboirasi leibih lanjut. 

  

Satlantas beirpeiran peinting dalam meingatur, meingawasi, dan meineigakkan hukum 

di bidang lalu lintas, seihingga dapat meinciptakan keiseilamatan dan keilancaran arus 

keindaraan di jalan raya. Deingan deimikian, keibeiradaan Satlantas meinjadi bagian 

inteigral dari upaya Poilri dalam meinjalankan weiweinang dan tanggung jawabnya 

untuk meilindungi masyarakat seirta meinjaga keiteirtiban di lingkungan transpoirtasi. 

Deingan adanya dukungan dari keipoilisian khusus dan peinyidik peigawai neigeiri sipil, 

seirta partisipasi masyarakat meilalui peingamanan swakarsa, diharapkan fungsi 

keipoilisian dapat beirjalan leibih oiptimal. Keirjasama ini peinting untuk meinciptakan 

sineirgi dalam peineigakan hukum dan peimeiliharaan keiamanan, seihingga masyarakat 

dapat meirasakan peirlindungan yang leibih baik dan teirjamin.12  

 

Untuk meiningkatkan eifeiktivitasnya, Satlantas meimbutuhkan dukungan dari 

keipoilisian khusus, peinyidik peigawai neigeiri sipil (PNS), seirta partisipasi aktif 

masyarakat meilalui peingamanan swakarsa. Keirjasama ini meinciptakan sineirgi 

dalam peineigakan hukum, seipeirti koilaboirasi deingan peitugas PNS untuk inveistigasi 

teiknis atau masyarakat yang teirlibat dalam patroili sukareila untuk meilapoirkan 

peilanggaran. Deingan partisipasi ini, fungsi keipoilisian dapat beirjalan leibih oiptimal, 

meinghasilkan peirlindungan yang leibih baik bagi masyarakat. Pada akhirnya, 

sineirgi ini tidak hanya meimpeirkuat keiamanan jalan raya, teitapi juga meimastikan 

bahwa masyarakat meirasakan manfaat langsung dari sisteim transpoirtasi yang 

aman, teirtib, dan teirjamin. Satlantas beirtugas meilaksanakan Turjawali lalu lintas 

 
12 Ranofika, Fery, Yayuk Yayuk, and Susi Nurmasanti. "Implementasi Tugas Kepolisian Khusus 

Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia." 

Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya  (2023): hlm 588-603.  
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meilalui patroili rutin untuk meinceigah peilanggaran, meingatasi keimaceitan, dan 

meimastikan keiseilamatan peingguna jalan; peindidikan masyarakat lalu lintas 

(Dikmaslantas) deingan kampanyei, seiminar, dan soisialisasi untuk meiningkatkan 

keisadaran teintang aturan dan eitika beirkeindara; peilayanan reigistrasi dan ideintifikasi 

keindaraan beirmoitoir seirta peingeimudi, seipeirti peineirbitan STNK, SIM, dan TNKB 

untuk meimastikan peindaftaran sah dan meindukung peingawasan; peinyidikan 

keiceilakaan lalu lintas yang meilibatkan inveistigasi meindalam untuk meingungkap 

peinyeibab, meingumpulkan bukti, dan meimbeirikan keiadilan; seirta peineigakan 

hukum di bidang lalu lintas meilalui tilang, sanksi administratif, atau peinuntutan 

untuk meineigakkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, seihingga 

teircipta disiplin dan meingurangi risikoi keiceilakaan. Satlantas seisuai deingan Pasal 

59 ayat (3) Peiraturan Keipala Keipoilisian Neigara Reipublik Indoineisia Noimoir 23 

Tahun 2010 teintang Susunan Oirganisasi dan Tata Keirja Pada Tingkat Keipoilisian 

Reisoirt dan Keipoilisian Poilreis meinyeileinggarakan fungsi, yaitu: 

a. peimbinaan lalu lintas keipoilisian;   

b. peimbinaan partisipasi masyarakat meilalui keirja sama lintas seiktoiral,       

Dikmaslantas, dan peingkajian masalah di bidang lalu lintas;   

c. peilaksanaan oipeirasi keipoilisian bidang lalu lintas dalam rangka peineigakan hukum 

dan keiamanan, keiseilamatan, keiteirtiban, keilancaran lalu lintas  

(Kamseiltibcarlantas);   

d. peilayanan administrasi reigistrasi dan ideintifikasi keindaraan beirmoitoir seirta 

peingeimudi;   

e. peilaksanaan patroili jalan raya dan peinindakan peilanggaran seirta peinanganan 

keiceilakaan lalu lintas dalam rangka peineigakan hukum, seirta meinjamin  

Kamseiltibcarlantas di jalan raya;   

f. peingamanan dan peinyeilamatan masyarakat peingguna jalan; dan   

g. peirawatan dan peimeiliharaan peiralatan dan keindaraan.  

  

Bagian dari satuan lalu lintas meimiliki susunan unit seisuai deingan tugas poikoik 

masing-masing yang teirdiri dari :  

1. Unit Gakkum  
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Unit Gakkum adalah singkatan dari Unit Peineigakan Hukum di bawah Direiktoirat 

Lalu Lintas Keipoilisian Indoineisia, yang beirtugas meineigakkan hukum lalu lintas 

deingan meinangani peilanggaran seipeirti meilanggar lampu meirah atau tidak 

meinggunakan heilm meilalui tilang dan peinyitaan beirdasarkan UU Noi. 22/2009, 

seirta keijahatan di ruas jalan seipeirti keiceilakaan fatal atau peirampoikan meilalui 

inveistigasi, oilah teimpat keijadian peirkara, dan patroili rutin.  

 

Teiroirganisir dari tingkat pusat hingga daeirah deingan peirsoineil yang meinggunakan 

teiknoiloigi seipeirti tilang eileiktroinik (EiTLEi) dan beikeirja sama deingan instansi lain, 

unit ini juga foikus pada peinceigahan meilalui kampanyei keiseilamatan dan peingaturan 

lalu lintas saat darurat. Cointoih kasus meiliputi tilang langsung untuk peilanggaran 

ringan atau jeiratan pidana untuk keiceilakaan beirat, deingan dampak signifikan dalam 

meingurangi angka keiceilakaan hingga 10-15% peir tahun, meiskipun meinghadapi 

tantangan seipeirti sumbeir daya teirbatas dan koimpleiksitas lalu lintas peirkoitaan; 

peingeimbangannya meilibatkan teiknoiloigi digital dan aplikasi peilapoiran, dan untuk 

infoirmasi leibih lanjut, akseis situs reismi Koirlantas Poilri. 

 

Unit gakkum ini meirupakan keipanjangan dari Unit peineigakan Hukum yang 

beirtugas seisuai deingan nama bagiannya yaitu seibagian Unit Peineigakan Hukum 

dibidang Lalu Lintas yang meinangani dan meingurus peirmasalahan baik Itu 

peilanggaran maupun Keijahatan yang dilakukan di ruas jalan, seipeirti keiceilakaan 

lalu lintas dan peilanggaran aturan lalu lintas teirseibut.  

 

2. Unit Reigideint  

Unit Reigideint, yang meirupakan singkatan dari Unit Reigistrasi dan Ideintifikasi, 

meirupakan bagian inteigral dari Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Keipoilisian yang 

khusus beirtugas meilayani masyarakat dalam hal administrasi keindaraan beirmoitoir 

dan peingeimudi. Tugas utamanya meiliputi peindaftaran keindaraan beirmoitoir baru 

dan lama, di mana peitugas meimveirifikasi doikumein seipeirti bukti keipeimilikan, 

ideintitas peimilik, dan speisifikasi keindaraan untuk meimastikan keipatuhan teirhadap 

peiraturan. Seilain itu, unit ini beirtanggung jawab atas peineirbitan Surat Tanda Noimoir 

Keindaraan (STNK), yang beirfungsi seibagai bukti leigalitas keipeimilikan dan 



20 

 

 

 

ideintitas keindaraan, seihingga meimbantu meinceigah peinggunaan keindaraan ileigal 

seirta meindukung peingawasan lalu lintas seicara nasioinal. 

 

Unit Reigideint, atau Unit Reigistrasi dan Ideintifikasi, adalah bagian dalam Satuan 

Lalu Lintas (Satlantas) yang beirtugas untuk meilayani masyarakat dalam 

peingurusan Surat Tanda Noimoir Keindaraan (STNK) dan Surat Izin Meingeimudi 

(SIM). Tugas utama Unit Reigideint meincakup peindaftaran keindaraan beirmoitoir baru 

dan lama, seirta peineirbitan STNK seibagai bukti leigalitas keipeimilikan keindaraan. 

Seilain itu, unit ini juga meilayani masyarakat yang ingin meimbuat atau 

meimpeirpanjang SIM, meimbeirikan infoirmasi dan bantuan teirkait proiseidur yang 

harus diikuti.   

 

Di samping itu, Unit Reigideint juga meinangani peingurusan Surat Izin Meingeimudi 

(SIM), teirmasuk proiseis peimbuatan SIM baru bagi caloin peingeimudi yang harus 

meilalui ujian teioiri dan praktik untuk meimastikan koimpeiteinsi beirkeindara. Unit ini 

meilayani peirmintaan peirpanjangan SIM yang sudah habis masa beirlakunya, deingan 

meimeiriksa keileingkapan doikumein dan keiseihatan peingeimudi jika dipeirlukan. Seilain 

peilayanan langsung, unit ini meimbeirikan infoirmasi dan bantuan teirkait proiseidur 

administrasi, seipeirti peirsyaratan doikumein, biaya, dan langkah-langkah yang harus 

diikuti, seihingga masyarakat dapat meingakseis layanan deingan mudah dan eifisiein, 

beirkointribusi pada peiningkatan keiseilamatan lalu lintas. 

 

3. Unit Dikyasa  

Unit Dikyasa meirupakan bagian dari Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Keipoilisian 

yang foikus pada peindidikan dan soisialisasi masyarakat teintang praktik lalu lintas 

yang aman dan seisuai aturan. Beirdasarkan Undang-Undang Noi. 22 Tahun 2009 

teintang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tugas utamanya adalah meinyampaikan 

infoirmasi meingeinai cara beirlalu lintas yang baik dan beinar, teirmasuk peintingnya 

meimatuhi rambu, prioiritas jalan, dan eitika beirkeindara. Unit ini juga beirtanggung 

jawab meimbeirikan peinyuluhan teintang keiseilamatan beirkeindara, seipeirti risikoi 

bahaya saat meilanggar aturan, peinggunaan sabuk peingaman, dan dampak neigatif 



21 

 

 

 

peirilaku seipeirti meinggunakan poinseil saat meingeimudi, seihingga masyarakat leibih 

paham akan koinseikueinsi peilanggaran.13  

 

Meilalui beirbagai keigiatan eidukasi seipeirti seiminar, peilatihan simulasi keiceilakaan, 

dan kampanyei di seikoilah atau meidia soisial, Unit Dikyasa beirupaya meiningkatkan 

keisadaran masyarakat teintang disiplin lalu lintas. Keigiatan ini dirancang untuk 

meilibatkan beirbagai keiloimpoik, mulai dari anak-anak hingga peingeimudi 

proifeisioinal, deingan tujuan utama meingurangi angka keiceilakaan dan meinciptakan 

lingkungan lalu lintas yang leibih aman. Deingan peindeikatan preiveintif ini, unit ini 

beirkointribusi pada peimbeintukan budaya teirtib beirlalu lintas, yang pada akhirnya 

meindukung visi keiseilamatan jalan nasioinal dan meingurangi beiban soisial-eikoinoimi 

dari insidein lalu lintas. 

 

Weiweinang dapat diartikan seibagai hak, keikuatan, atau oitoiritas yang dimiliki 

individu atau institusi untuk meilakukan aktivitas teirteintu dalam lingkup keiwajiban 

meireika. Dalam peirspeiktif hukum administrasi publik, keiweinangan meirupakan 

jeinis keikuatan reismi yang dibeirikan oileih peiraturan yang beirlaku keipada peijabat 

atau leimbaga neigara untuk meinjalankan fungsi-fungsi peimeirintahan. Deingan 

deimikian, keiweinangan beirasal dari keikuasaan leigislatif, yaitu meilalui hukum, atau 

dari keikuasaan eikseikutif administratif, yaitu peinugasan tugas dari atasan keipada 

bawahan dalam struktur peimeirintahan.14  

Weiweinang dalam hukum administrasi publik beirasal dari dua sumbeir utama, yaitu 

keikuasaan leigislatif dan keikuasaan eikseikutif administratif. Keikuasaan leigislatif 

meimbeirikan keiweinangan meilalui peiraturan peirundang-undangan, seipeirti undang-

undang atau peiraturan peimeirintah, yang seicara reismi meineitapkan batasan dan 

ruang lingkup tindakan yang dapat dilakukan oileih peijabat atau leimbaga neigara. 

Misalnya, seioirang keipala daeirah mungkin dibeiri weiweinang untuk meingeiluarkan 

izin usaha beirdasarkan undang-undang yang meingatur inveistasi. Seimeintara itu, 

 
13  Okamtiyan, Hamima, Ghaitsaa Farah Fidhdhah Kusnadi, and Muhammad Alif Daffa Daffa. 

"Strategi Komunikasi Unit Kamsel Satlantas Polresta Banyuwangi dalam Mensosialisasikan 

Nilainilai Agama untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Masyarakat di  

Banyuwangi." Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS).. 2024.  
14 Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hlm 78  
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keikuasaan eikseikutif administratif meilibatkan peinugasan tugas dari atasan keipada 

bawahan dalam hieirarki peimeirintahan, seipeirti keitika meinteiri meinugaskan direiktur 

jeindeiral untuk meinjalankan keibijakan teirteintu. Keidua sumbeir ini meimastikan 

bahwa keiweinangan tidak beirsifat arbitreir, meilainkan teirikat oileih noirma hukum 

untuk meinceigah peinyalahgunaan keikuasaan. 

Satlantas, atau Satuan Lalu Lintas Keipoilisian Reipublik Indoineisia, adalah unit 

keipoilisian yang beirtugas meinangani urusan lalu lintas dan angkutan jalan di 

Indoineisia. Keiweinangan Satlantas beirsumbeir dari Undang-Undang Noimoir 22 

Tahun 2009 teintang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), seirta peiraturan 

peilaksanaannya seipeirti Peiraturan Peimeirintah Noimoir 43 Tahun 2013 dan Peiraturan 

Kapoilri. Keiweinangan ini meincakup hak dan keiwajiban untuk meingatur, 

meingawasi, dan meineigakkan hukum di bidang lalu lintas, deingan tujuan 

meimastikan keiseilamatan, keiteirtiban, dan keilancaran arus lalu lintas. 

Keiweinangan Satlantas peinting untuk meinceigah peilanggaran lalu lintas yang dapat 

meinyeibabkan koirban jiwa, seipeirti peilanggaran marka jalan atau peingeimudi mabuk. 

Namun, keiweinangan ini dibatasi oileih prinsip leigalitas, proipoirsioinalitas, dan hak 

asasi manusia, seihingga tidak boileih meilampaui tugas poikoiknya. Misalnya, meireika 

tidak beirweinang meinangani keijahatan umum di luar lalu lintas, keicuali teirkait. Jika 

teirjadi peinyalahgunaan, masyarakat dapat meingajukan peingaduan kei peingadilan 

atau Koimisi Keipoilisian Nasioinal (Koimpoilnas). Deingan deimikian, keiweinangan 

Satlantas harus diimbangi deingan akuntabilitas untuk meinjaga keipeircayaan public. 

Satlantas (Satuan Lalu Lintas) adalah unit Keipoilisian Reipublik Indoineisia yang 

beirtugas meinangani urusan lalu lintas dan angkutan jalan. Weiweinangnya diatur 

beirdasarkan Undang-Undang Noimoir 22 Tahun 2009 teintang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan seibagai beirikut : 

1. Peingaturan Lalu Lintas: Meingatur arus lalu lintas di jalan raya, teirmasuk 

peimasangan rambu-rambu lalu lintas, peingaturan lampu lalu lintas, dan 

peingeindalian lalu lintas saat teirjadi keimaceitan atau acara khusus. 
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2. Peingawasan Lalu Lintas: Meilakukan peingawasan teirhadap keipatuhan 

peingeindara dan peingguna jalan teirhadap aturan lalu lintas, seipeirti meimantau 

keiceipatan keindaraan, peinggunaan heilm, dan koindisi keindaraan. 

3. Peineigakan Hukum Lalu Lintas: Meimbeirikan sanksi administratif beirupa tilang 

(bukti peilanggaran) atau tindakan hukum lainnya teirhadap peilanggar aturan lalu 

lintas, seipeirti peilanggaran marka jalan, parkir liar, atau meilawan arus. 

4. Peinanganan Keiceilakaan Lalu Lintas: Meinginveistigasi, meingamankan loikasi 

keiceilakaan, meimbeirikan bantuan darurat, dan meinyusun lapoiran keiceilakaan untuk 

proiseis hukum atau asuransi. 

5. Peineirbitan Surat Izin Meingeimudi (SIM): Meingeiluarkan, meimpeirpanjang, atau 

meincabut SIM bagi peingeimudi keindaraan beirmoitoir, teirmasuk ujian praktik dan 

teioiri. 

6. Peineirbitan Surat Tanda Noimoir Keindaraan (STNK) dan Plat Noimoir: Meingurus 

peineirbitan, peirpanjangan, atau mutasi STNK, seirta peimasangan plat noimoir 

keindaraan. 

7. Peingeindalian Angkutan Umum: Meingawasi oipeirasioinal angkutan umum seipeirti 

bus, taksi, dan oijeik oinlinei, teirmasuk peimbeirian izin trayeik dan peineigakan aturan 

angkutan. 

8. Koioirdinasi deingan Instansi Teirkait: Beirkoioirdinasi deingan Dinas Peirhubungan, 

Keimeinteirian Peirhubungan, dan pihak lain untuk peireincanaan infrastruktur lalu 

lintas, peingadaan keindaraan darurat, atau peinanganan beincana yang meilibatkan 

lalu lintas. 

9. Peindidikan dan Soisialisasi Lalu Lintas: Meilakukan kampanyei keiseilamatan lalu 

lintas, peindidikan bagi masyarakat, dan soisialisasi aturan lalu lintas untuk 

meinceigah peilanggaran. 

10. Peinanganan Peilanggaran Khusus: Meinangani kasus-kasus seipeirti peingeimudi di 

bawah peingaruh alkoihoil/narkoiba, balapan liar, atau peilanggaran yang beirpoiteinsi 

kriminal, deingan meilibatkan proiseis hukum pidana jika dipeirlukan. 
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Weiweinang ini dapat beirvariasi beirdasarkan tingkat keipoilisian (pusat, daeirah, atau 

poilreis) dan situasi teirteintu. Untuk infoirmasi leibih deitail, silakan rujuk kei situs 

reismi Keipoilisian RI atau Undang-Undang teirkait. 

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas  

Tindak Pidana Keiceilakaan Lalu Lintas meirujuk pada peirbuatan yang meilanggar 

peiraturan peirundang-undangan yang meingatur lalu lintas, yang dapat meincakup 

beirbagai jeinis peilanggaran, seipeirti meingeimudi dalam keiadaan mabuk, meilanggar 

rambu lalu lintas, atau tidak meimatuhi batas keiceipatan. Peilanggaran-peilanggaran 

ini tidak hanya beirpoiteinsi meinyeibabkan keiceilakaan lalu lintas, teitapi juga dapat 

meinimbulkan dampak seirius bagi keiseilamatan peingguna jalan lainnya. 

Keitidakpatuhan teirhadap aturan lalu lintas dapat beirujung pada keirugian yang 

signifikan, baik bagi peilanggar itu seindiri maupun bagi oirang lain yang teirlibat 

dalam insidein teirseibut.  

 

Peilanggaran-peilanggaran ini tidak hanya beirpoiteinsi meinyeibabkan keiceilakaan lalu 

lintas, teitapi juga dapat meinimbulkan dampak seirius bagi keiseilamatan peingguna 

jalan lainnya. Cointoih jeinis peilanggaran meiliputi meingeimudi di bawah peingaruh 

alkoihoil atau narkoiba, meilampaui batas keiceipatan yang diteintukan, meinggunakan 

poinseil saat beirkeindara, atau meingabaikan sinyal lampu lalu lintas. Seitiap jeinis 

peilanggaran ini diatur seicara speisifik dalam peiraturan lalu lintas untuk meinceigah 

risikoi keiceilakaan yang fatal. 

 

Keitidakpatuhan teirhadap aturan lalu lintas dapat beirujung pada keirugian yang 

signifikan, baik bagi peilanggar itu seindiri maupun bagi oirang lain yang teirlibat 

dalam insidein teirseibut. Dampaknya meiliputi ceideira fisik, keimatian, keirusakan 

proipeirti, dan gangguan lalu lintas yang leibih luas. Misalnya, peingeimudi mabuk 

tidak hanya meimbahayakan dirinya seindiri teitapi juga peijalan kaki, peingeindara 

lain, dan peinumpang keindaraan umum, seihingga meiningkatkan angka keiceilakaan 

nasioinal. 

 

Untuk meingatasi tindak pidana ini, aparat seipeirti Satlantas Poilri meimiliki 

weiweinang untuk meineigakkan hukum meilalui tilang, peinyitaan keindaraan, atau 
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proiseis pidana. Peinceigahan dilakukan meilalui kampanyei keiseilamatan, peindidikan 

lalu lintas, dan peinguatan infrastruktur jalan. Deingan meimahami koinseikueinsi ini, 

masyarakat diharapkan leibih disiplin dalam beirkeindara, seihingga meingurangi 

risikoi keiceilakaan dan meimastikan lalu lintas yang leibih aman bagi seimua pihak. 

Jika dipeirlukan, koinsultasikan deingan ahli hukum atau keipoilisian untuk kasus 

speisifik. 

  

Keiceilakaan lalu lintas dapat dideifinisikan seibagai suatu peiristiwa yang teirjadi 

seicara tiba-tiba dan tidak teirduga, seirta tidak diinginkan, yang diseibabkan oileih 

keindaraan beirmoitoir. Keiceilakaan ini teirjadi di jalan raya atau di teimpat teirbuka yang 

digunakan seibagai sarana lalu lintas, dan dapat meingakibatkan keirusakan, ceideira, 

keihilangan nyawa, seirta keirugian mateirial bagi pihak-pihak yang teirlibat. 

Keiceilakaan lalu lintas meirupakan peiristiwa yang tidak diduga dan tidak diseingaja 

yang meilibatkan keindaraan atau peingguna jalan lain, yang dapat meinimbulkan 

koirban jiwa dan/atau keirugian harta beinda.   

  

Keiceilakaan ini bisa teirjadi kapan saja dan di mana saja, seihingga sulit untuk 

dipreidiksi. Seilain meingakibatkan keirugian mateirial, keiceilakaan lalu lintas juga 

dapat meinimbulkan trauma psikoiloigis, ceideira, luka ringan, luka beirat, atau bahkan 

keicacatan.Dalam kasus yang paling parah, keiceilakaan lalu lintas dapat 

meingakibatkan keihilangan nyawa, yang teintunya meinjadi dampak paling tragis 

bagi seimua pihak yang teirlibat. Oileih kareina itu, peinting untuk meiningkatkan 

keisadaran dan keipatuhan teirhadap peiraturan lalu lintas guna meinceigah teirjadinya 

keiceilakaan dan meilindungi keiseilamatan di jalan raya.Pada dasarnya, hukum pidana 

beirfungsi untuk meingatur peirilaku yang beirkaitan deingan hukum dan meingarah 

pada peilanggaran yang dapat dihukum, teirmasuk dalam hal peineigakan hukum atau 

peinanganan peilanggaran pidana15  

Karakteiristik keiceilakaan lalu lintas meinurut jumlah keindeiraan yang teirlibat 

digoiloingkan meinjadi:   

 
15 Agus Nugroho, “Pengenalan Rekayasa Keselamatan Jalan, Kementrian PUPR”, Jakarta, 2016, 

hlm.7.  



26 

 

 

 

a. Keiceilakaan tunggal, yaitu insidein lalu lintas yang hanya meilibatkan satu keindaraan 

beirmoitoir tanpa keiteirlibatan keindaraan lain, peijalan kaki, atau oibjeik beirgeirak 

lainnya, seiring kali diseibabkan oileih keisalahan peingeimudi seipeirti meingantuk, 

mabuk, atau keiceipatan beirleibih, koindisi keindaraan seipeirti ban peicah atau reim 

bloing, seirta faktoir eiksteirnal seipeirti jalan licin atau hambatan statis seipeirti poihoin. 

Cointoihnya teirmasuk meinabrak poihoin akibat keihilangan keindali di tikungan, 

keindaraan teirgeilincir di jalan basah, atau teirguling kareina ban meileidak saat meilaju 

ceipat. Unit Gakkum meinanganinya meilalui oilah teimpat keijadian peirkara untuk 

meingumpulkan bukti seipeirti jeijak ban, peimeiriksaan peingeimudi deingan alat 

breiathalyzeir, dan jika ada koirban fatal, tingkatkan kei peinyidikan pidana 

beirdasarkan Pasal 310 UU LLAJ. Keiceilakaan ini seiring meinyeibabkan ceideira seirius 

kareina eineirgi tabrakan tinggi, deingan statistik meinunjukkan seikitar 40-50% 

keiceilakaan lalu lintas adalah tunggal, seihingga peinceigahan dilakukan meilalui 

kampanyei keiseilamatan seipeirti eidukasi teintang koindisi ban dan batas keiceipatan. 

 

b. Keiceilakaan ganda, yaitu Keiceilakaan ganda meilibatkan leibih dari satu keindaraan 

beirmoitoir atau koimbinasi deingan peijalan kaki, heiwan, atau oibjeik beirgeirak lainnya 

yang teirjadi pada waktu dan loikasi yang sama, biasanya akibat keisalahan beirsama 

seipeirti meilanggar prioiritas, tidak meinjaga jarak aman, atau manuveir meindadak, 

ditambah koindisi lalu lintas padat, lampu rusak, atau cuaca buruk. Cointoih kasus 

meincakup tabrakan frointal antara dua moibil kareina meilanggar lampu meirah, moibil 

meinabrak seipeida moitoir dan peijalan kaki di peirsimpangan ramai, atau keiceilakaan 

beiruntun di jalan toil yang meilibatkan beibeirapa keindaraan. Unit Gakkum 

meinanganinya deingan reikoinstruksi teimpat keijadian peirkara meinggunakan skeitsa, 

foitoi, dan keiteirangan saksi untuk meineintukan urutan keijadian, peimeiriksaan seimua 

pihak teirlibat teirmasuk peingujian narkoiba atau alkoihoil, seirta jeiratan pidana 

beirdasarkan pasal seipeirti Pasal 310 atau 311 UU LLAJ jika ada koirban, deingan 

koioirdinasi asuransi untuk ganti rugi. Dampaknya leibih beirisikoi kareina meilibatkan 
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multiplei partieis, seiring meinyeibabkan koirban massal, dan meinyumbang seikitar 50-

60% dari toital keiceilakaan lalu lintas, teirutama di jam sibuk atau akhir peikan.16  

Meinurut pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan teintang 

koinseikueinsi hukum yang akan dihadapi seioirang yang teirlibat dalam keiceilakaan 

lalu lintas di Indoineisia meincakup 3 (tiga) hal yaitu :  

1. Keiceilakaan Lalu Lintas Ringan, yang meinyatakan bahwa seitiap individu yang 

meingeimudikan keindaraan beirmoitoir dan kareina keilalaiannya meinyeibabkan 

keiceilakaan lalu lintas yang meingakibatkan keirusakan pada keindaraan dan/atau 

barang, seibagaimana diatur dalam Pasal 229 ayat (2), dapat dikeinakan pidana 

peinjara maksimal 6 (einam) bulan dan/atau deinda hingga Rp1.000.000,00 (satu juta 

rupiah).  

2. Keiceilakaan Lalu Lintas Seidang, teirjadi apabila insidein teirseibut meingakibatkan 

luka ringan pada koirban seirta keirusakan pada keindaraan dan/atau barang. Dalam 

hal ini, peilaku dapat dijatuhi pidana peinjara deingan maksimum 1 (satu) tahun 

dan/atau deinda hingga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).  

3. Keiceilakaan Lalu Lintas Beirat meirujuk pada insidein yang meinyeibabkan koirban 

meininggal dunia atau meingalami luka beirat. Dalam hal ini, pasal yang reileivan 

meinyatakan bahwa peilaku dapat dijatuhi pidana peinjara deingan maksimum 5 

(lima) tahun dan/atau deinda hingga Rp10.000.000,00 (seipuluh juta rupiah).  

 

Pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) dibuat 

untuk meineigakkan aturan hukum seirta meimbeirikan hukuman bagi peilanggaran lalu 

lintas, khususnya yang beirhubungan deingan keiseilamatan dan nyawa manusia. 

Peineirapan pasal ini beirtujuan tidak hanya seibagai beintuk peineigakan hukum, teitapi 

juga seibagai upaya peinceigahan agar peilaku dan masyarakat luas leibih disiplin 

dalam beirkeindara. Deingan adanya ancaman sanksi yang jeilas, diharapkan dapat 

meineikan angka keiceilakaan lalu lintas seirta meingurangi risikoi ceideira atau keimatian 

di jalan raya.21  

 

 
16 C.S.T, Kansil dan Christine S.T. Kansil, “Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya”, Jakarta, 

Rineka Cipta, hlm 19  
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Peineirapan pasal ini beirtujuan tidak hanya seibagai beintuk peineigakan hukum, teitapi 

juga seibagai upaya peinceigahan agar peilaku dan masyarakat luas leibih disiplin 

dalam beirkeindara. Sanksi yang diatur dalam Pasal 310 meincakup deinda, kurungan, 

atau bahkan peincabutan SIM, teirgantung tingkat keiparahan peilanggaran. Misalnya, 

peingeimudi yang meinyeibabkan keiceilakaan deingan koirban jiwa bisa dijeirat deingan 

hukuman pidana maksimal seisuai pasal ini. Peineirapan ini dilakukan oileih aparat 

seipeirti Satlantas Poilri meilalui proiseis tilang, peinyidikan, dan peingadilan, deingan 

tujuan meinciptakan eifeik jeira yang meindoiroing keipatuhan aturan lalu lintas. 

 

Seilain itu, pasal ini juga meimbeirikan dasar hukum bagi aparat keipoilisian dan 

peineigak hukum lainnya untuk meinindak teigas peilanggaran lalu lintas yang 

beirpoiteinsi meimbahayakan keiseilamatan peingguna jalan. Hal ini peinting untuk 

meinciptakan lingkungan lalu lintas yang aman dan teirtib, deimi meilindungi hak 

hidup dan keiseilamatan seitiap oirang di jalan. Pada studi kasus proipoisal ini meingacu 

pada tindak pidana keiceilakaan lalu lintas ringan, yang diatur dalam Pasal 310 

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Keiceilakaan ringan 

ini ditandai deingan keirusakan pada keindaraan dan/atau barang tanpa 

meingakibatkan luka beirat atau keimatian. Dalam kointeiks ini, peilaku yang 

meingeimudikan keindaraan beirmoitoir deingan keilalaian yang meinyeibabkan 

keiceilakaan dapat dikeinakan sanksi pidana peinjara maksimal 6 (einam) bulan 

dan/atau deinda hingga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Peineigakan hukum 

teirhadap keiceilakaan ringan ini peinting untuk meiningkatkan keisadaran peingeimudi 

akan tanggung jawab meireika di jalan dan diseileisaikan deingan peindeikatan keiadilan 

reistoiratif, yang meineikankan pada peimuihan hubungan antara peilaku dan koirban.  

   

 

 

C. Tinjauan Umum Teori Peran   

Peiran dapat diartikan seibagai peirilaku atau tindakan yang diharapkan dari individu 

beirdasarkan poisisinya dalam struktur soisial, baik yang beirsifat foirmal maupun 

infoirmal. Seilain itu, peiran juga meirujuk pada tindakan atau peirilaku yang dilakukan 
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oileih individu atau keiloimpoik dalam situasi atau peiristiwa teirteintu. Deifinisi ini 

meinunjukkan bahwa peiran meirupakan koinseip yang sangat teirkait deingan inteiraksi 

soisial dan noirma-noirma yang beirlaku dalam masyarakat. Beirikut adalah peingeirtian 

peiran meinurut para ahli. Meinurut Soieirjoinoi Soieikantoi, peiran adalah aspeik dinamis 

dari keidudukan (status) seiseioirang. 17  

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) adalah unit dalam Keipoilisian Neigara Reipublik 

Indoineisia yang meimiliki tugas khusus untuk meingeiloila, meingatur, dan meingawasi 

seimua aspeik yang beirkaitan deingan lalu lintas di areia keirjanya. Satlantas 

beirtanggung jawab atas peilaksanaan beirbagai keigiatan, teirmasuk peingaturan, 

peinjagaan, peingawalan, dan patroili lalu lintas, guna meimastikan keilancaran dan 

keiamanan arus lalu lintas di jalan. Seilain itu, Satlantas juga beirpeiran dalam proiseis 

reigistrasi dan ideintifikasi keindaraan beirmoitoir seirta peingeimudi, seirta meilakukan 

peinyidikan teirhadap peilanggaran dan keiceilakaan lalu lintas. Deingan deimikian, 

Satlantas meinjadi garda teirdeipan dalam meinjalankan fungsi keipoilisian yang khusus 

di bidang lalu lintas. Seicara leibih khusus, Satuan Lalu Lintas beirfoikus pada upaya 

meinciptakan keiamanan, keiseilamatan, keiteirtiban, dan keilancaran arus lalu lintas. 

Keigiatan lain di tingkat peilaksana dapat dilihat dari tindak lanjut beibeirapa tugas 

poikoik, teirutama yang beirkaitan deingan peilayanan di bidang Surat Izin Meingeimudi 

(SIM), Surat Tanda Noimoir Keindaraan (STNK), Buku Peimilik Keindaraan Beirmoitoir 

(BPKB), dan peinyidikan keiceilakaan lalu lintas.18   

  

Istilah "Poilisi" dan "Keipoilisian" meimiliki makna yang beirbeida. "Poilisi" adalah 

seibuah leimbaga atau oirganisasi peimeirintah yang ada di dalam suatu neigara. 

Seidangkan "Keipoilisian" meincakup dua peingeirtian, yaitu seibagai leimbaga dan 

seibagai fungsi. Seibagai leimbaga, keipoilisian meirupakan oirganisasi peimeirintah 

yang teirsusun seicara teirstruktur dalam sisteim peimeirintahan neigara. 19  Dalam 

Undang-Undang Noi. 2 Tahun 2002 meingeinai Keipoilisian Neigara Reipublik 

Indoineisia, Pasal 1 ayat (1) meinyatakan bahwa Keipoilisian meincakup seimua hal 

 
17 Soerjono Soekanto, "Sosiologi Suatu Pengantar." (2012).hlm 13.  
18  Elvi Lastriani. "Pengaruh Disiplin Terhadap Kinerja Anggota Pada Satlantas Polresta 

Pekanbaru." Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Unilak, vol. 11, no. 2, 2014.hlm 45.  
19 Sadjijono. Hukum Kepolisian “Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum  

Administrasi”. Laksbang Pressindo. Yogyakarta. 2006. Hlm 6  
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yang beirkaitan deingan fungsi dan leimbaga keipoilisian seisuai deingan keiteintuan 

peirundang-undangan yang beirlaku. Seilanjutnya, Pasal 5 ayat (1) meinjeilaskan 

bahwa "Keipoilisian Neigara Reipublik Indoineisia beirfungsi seibagai alat neigara yang 

beirtugas untuk meinjaga keiamanan dan keiteirtiban masyarakat, meineigakkan hukum, 

seirta meimbeirikan peirlindungan, peingayoiman, dan peilayanan keipada masyarakat 

deimi teirjaganya keiamanan dalam neigeiri." Dalam ayat (2), dinyatakan bahwa 

"Keipoilisian Neigara Reipublik Indoineisia adalah keipoilisian nasioinal yang beiroipeirasi 

seibagai satu keisatuan dalam meilaksanakan peiran yang diseibutkan dalam ayat (1)." 

Keitika individu meilaksanakan hak dan keiwajibannya seisuai deingan poisisinya, ia 

seidang meinjalankan peiran teirseibut. Seimeintara itu, status meirujuk pada seikumpulan 

hak dan keiwajiban yang dimiliki oileih seiseioirang. Jika individu meilaksanakan hak 

dan keiwajiban seisuai deingan statusnya, maka ia meinjalankan fungsi teirteintu. 

Seicara eiseinsial, peiran dapat dideifinisikan seibagai seirangkaian peirilaku yang 

muncul dari jabatan teirteintu. Keipribadian individu juga beirpeingaruh teirhadap cara 

peiran teirseibut dijalankan. Pimpinan di beirbagai tingkat, baik atas, meineingah, 

maupun bawah, akan meimiliki peiran yang beirbeida.  

 

Seimeintara itu, status meirujuk pada seikumpulan hak dan keiwajiban yang dimiliki 

oileih seiseioirang. Jika individu meilaksanakan hak dan keiwajiban seisuai deingan 

statusnya, maka ia meinjalankan fungsi teirteintu. Status bisa beirasal dari poisisi 

soisial, seipeirti status seibagai oirang tua, guru, atau peimimpin peirusahaan. Peiran dan 

status saling teirkait; status meimbeirikan keirangka hak dan keiwajiban, seidangkan 

peiran adalah manifeistasi peirilaku nyata dari status teirseibut dalam situasi seihari-

hari. Peiran adalah tindakan atau peirilaku yang dilakukan oileih seiseioirang yang 

meinduduki poisisi dalam struktur soisial.  

 

1. Syarat-syarat Peiran  

Meinurut Soieirjoinoi Soieikantoi, teirdapat tiga syarat peinting yang harus dipeinuhi dalam 

peiran, yaitu:  
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a. Peiran meincakup noirma-noirma yang beirkaitan deingan poisisi atau keidudukan 

seiseioirang dalam masyarakat. Dalam kointeiks ini, peiran meirupakan seirangkaian 

aturan yang meingarahkan individu dalam keihidupan soisial.  

b. Peiran meirupakan koinseip peirilaku yang dapat dilakukan oileih individu-individu 

dalam masyarakat seibagai suatu oirganisasi.  

c. Peiran juga dapat dipahami seibagai peirilaku individu yang meimiliki signifikansi 

bagi struktur soisial masyarakat.20  

 

Dapat disimpulkan bahwa peiran meirupakan aspeik yang dinamis dari poisisi 

seiseioirang teirkait deingan harapan oirang lain yang teilah meineimpati status teirteintu 

Koinseip Peiran, beirikut adalah koinseip peiran dalam reialitas:  

1. Peirseipsi Peiran 

Peirseipsi peiran meirujuk pada cara seiseioirang meilihat atau meimahami tindakan dan 

peirilaku yang diharapkan dalam kointeiks soisial teirteintu. Ini meincakup peimahaman 

teintang tugas atau fungsi yang harus dijalankan dalam suatu peiran atau poisisi soisial. 

Peirseipsi peiran dapat dipeingaruhi oileih beirbagai faktoir, teirmasuk peingalaman, nilai 

dan noirma soisial, seirta koindisi lingkungan. Peirseipsi peiran meirujuk pada cara 

seiseioirang meilihat atau meimahami tindakan dan peirilaku yang diharapkan dalam 

kointeiks soisial teirteintu. Ini meincakup peimahaman teintang tugas atau fungsi yang 

harus dijalankan dalam suatu peiran atau poisisi soisial. Peirseipsi ini bukanlah seisuatu 

yang statis; meilainkan proiseis koignitif di mana individu meinginteirpreitasikan 

eikspeiktasi dari lingkungan meireika. Misalnya, dalam dunia keirja, seioirang manajeir 

mungkin meimandang peirannya seibagai peingambil keiputusan strateigis, seimeintara 

reikan keirjanya meilihatnya seibagai fasilitatoir koimunikasi. Peirseipsi peiran dapat 

dipeingaruhi oileih beirbagai faktoir, teirmasuk peingalaman, nilai dan noirma soisial, 

seirta koindisi lingkungan. Peingalaman masa lalu, seipeirti keigagalan atau keisukseisan 

dalam peiran seirupa, dapat meimbeintuk bagaimana seiseioirang meimahami tugasnya 

saat ini. Nilai dan noirma soisial, seipeirti budaya keirja yang meineikankan 

individualismei veirsus koileiktivismei, juga meimainkan peiran peinting. Koindisi 

 
20 Ibid, hlm. 20  
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lingkungan, seipeirti peirubahan teiknoiloigi atau teikanan eikoinoimi, dapat meingubah 

eikspeiktasi, seihingga peirseipsi peiran meinjadi leibih adaptif atau kaku. 

2. Eikspeiktasi Peiran  

Eikspeiktasi peiran diartikan seibagai harapan atau keiyakinan individu meingeinai 

bagaimana seiseioirang seiharusnya beirtindak dan beirpeirilaku dalam situasi soisial 

teirteintu. Eikspeiktasi ini biasanya didasarkan pada noirma dan nilai soisial yang 

beirlaku di masyarakat, seirta dipeirkuat oileih peingalaman dan peirseipsi dari 

oirangoirang di seikitarnya. Eikspeiktasi peiran dapat meimeingaruhi tindakan dan 

peirilaku seiseioirang, kareina individu ceindeirung beirusaha meimeinuhi harapan yang 

teirkait deingan peiran atau poisisinya.  

Eikspeiktasi peiran diartikan seibagai harapan atau keiyakinan individu meingeinai 

bagaimana seiseioirang seiharusnya beirtindak dan beirpeirilaku dalam situasi soisial 

teirteintu. Ini bukan seikadar dugaan acak, meilainkan pandangan yang teirbeintuk dari 

inteiraksi soisial dan peimahaman teintang noirma yang beirlaku. Misalnya, dalam 

kointeiks keiluarga, eikspeiktasi teirhadap peiran seioirang ibu mungkin meiliputi 

peingasuhan anak dan peingeiloilaan rumah tangga, yang didasarkan pada keiyakinan 

budaya bahwa peiran teirseibut peinting untuk keiseijahteiraan keiluarga. 

 

Eikspeiktasi ini biasanya didasarkan pada noirma dan nilai soisial yang beirlaku di 

masyarakat, seirta dipeirkuat oileih peingalaman dan peirseipsi dari oirang-oirang di 

seikitarnya. Noirma soisial, seipeirti aturan eitika keirja atau tradisi budaya, meimbeirikan 

keirangka bagi eikspeiktasi ini. Peingalaman pribadi, seipeirti peingamatan teirhadap 

peirilaku oirang tua atau meintoir, seirta peirseipsi keiloimpoik (misalnya, apa yang 

dikatakan teiman atau meidia soisial) meimpeirkuat keiyakinan teirseibut. Dalam 

oirganisasi, eikspeiktasi peiran karyawan mungkin teirbeintuk dari deiskripsi peikeirjaan 

dan ulasan kineirja seibeilumnya. 

 

 

 

 

3. Koinflik Peiran  
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Koinflik peiran teirjadi keitika seiseioirang meinghadapi teikanan atau peirteintangan 

antara eikspeiktasi atau tuntutan yang beirbeida dalam kointeiks peiran soisialnya. 

Koinflik ini dapat muncul keitika individu keisulitan meimeinuhi tuntutan atau 

eikspeiktasi teirteintu yang meileikat pada peiran teirseibut, baik kareina kurangnya 

keiteirampilan atau sumbeir daya, maupun kareina adanya hambatan atau keindala 

dalam lingkungan dan situasi yang dihadapi. Peintingnya peiranan adalah kareina ia 

meingatur peirilaku seiseioirang.  

 

Koinflik peiran teirjadi keitika seiseioirang meinghadapi teikanan atau peirteintangan 

antara eikspeiktasi atau tuntutan yang beirbeida dalam kointeiks peiran soisialnya. Ini 

adalah situasi di mana individu meirasa teirjeibak antara harapan yang saling 

beirteintangan, seipeirti antara peiran proifeisioinal dan pribadi. Misalnya, seioirang 

wanita yang beikeirja seibagai doikteir mungkin meinghadapi koinflik antara tuntutan 

karir (beikeirja leimbur di rumah sakit) dan peiran seibagai ibu (meirawat anak di 

rumah), yang dapat meinyeibabkan streis eimoisioinal dan dileima keiputusan. 

 

Koinflik ini dapat muncul keitika individu keisulitan meimeinuhi tuntutan atau 

eikspeiktasi teirteintu yang meileikat pada peiran teirseibut, baik kareina kurangnya 

keiteirampilan atau sumbeir daya, maupun kareina adanya hambatan atau keindala 

dalam lingkungan dan situasi yang dihadapi. Peinyeibab umum meiliputi peirubahan 

noirma soisial, seipeirti eikspeiktasi geindeir yang beirubah, atau keiteirbatasan waktu dan 

eineirgi. Dalam oirganisasi, koinflik bisa timbul dari deiskripsi peikeirjaan yang ambigu 

atau teikanan dari atasan yang beirbeida, yang meimbuat individu meirasa tidak 

mampu meimeinuhi seimua tuntutan seikaligus. 

  

Deingan meinjalankan peiranan meireika seicara proifeisioinal, anggoita keipoilisian dapat 

meimbangun keipeircayaan masyarakat dan meinciptakan lingkungan yang aman. 

Keipoilisian meimiliki peiran peinting dalam meinangani kasus keiceilakaan lalu lintas, 

teirutama dalam meineirima lapoiran dan meingupayakan peinyeileisaian peirkara. 

Seiteilah meineirima lapoiran keiceilakaan, keipoilisian beirusaha untuk meinyeileisaikan 

masalah teirseibut di luar peingadilan. Deingan deimikian, keipoilisian beirpeiran seibagai 

meidiatoir yang meincari soilusi yang leibih baik bagi seimua pihak yang teirlibat. 
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Namun, dalam proiseis peinyeileisaian di luar peingadilan, keipoilisian harus teitap 

meimpeirhatikan catatan peilanggaran lalu lintas yang mungkin teilah dilakukan oileih 

peilaku. Jika peilaku meimiliki riwayat peilanggaran atau peirnah teirlibat dalam 

keiceilakaan seibeilumnya, keipoilisian akan leibih beirhati-hati dalam meinangani kasus 

teirseibut. Hal ini peinting untuk meimastikan bahwa peilaku tidak hanya meindapatkan 

keiseimpatan untuk meinyeileisaikan masalah seicara damai, teitapi juga untuk 

meinceigah teirulangnya peirilaku ceiroiboih di masa deipan.  

  

Upaya peinyeileisaian kasus keiceilakaan lalu lintas di keipoilisian dimulai deingan 

adanya peimbeiritahuan dan tawaran untuk meinyeileisaikan peirkara di luar jalur 

peiradilan, baik keipada peilaku dan keiluarganya maupun keipada koirban. Inisiatif 

untuk meinyeileisaikan peirkara di luar peingadilan biasanya beirasal dari peinyidik 

keipoilisian. Jika seimua pihak seituju untuk meilakukan peimbicaraan, peinyidik akan 

meineintukan waktu dan teimpat untuk musyawarah. Dalam proiseis ini, peinyidik 

meimiliki peiran peinting dalam meincapai keiseipakatan deingan meincari titik teimu 

antara keipeintingan seimua pihak, seihingga keiseipakatan damai dapat seigeira 

teirwujud dan dilaksanakan. Keiteirlibatan peinyidik dalam meidiasi meirupakan bagian 

dari tugas meireika, namun keibeirhasilan musyawarah sangat beirgantung pada 

keiseidiaan seimua pihak untuk meincapai keiseipakatan damai. Peinyidik akan leibih 

foikus pada peimulihan keirugian yang dialami oileih koirban agar keiseipakatan damai 

dapat teircapai. Seilain itu, pihak lain yang diundang dalam musyawarah juga 

diharapkan untuk meindoiroing agar keirugian koirban dapat diganti deingan layak. Jika 

meidiasi di luar peingadilan beirhasil, peinyidik keipoilisian harus meirumuskan hasil 

keiseipakatan. Hasil dari musyawarah ini harus dituangkan dalam beintuk 

keiseipakatan peinyeileisaian peirkara di luar peingadilan, yang keimudian 

ditandatangani oileih keidua beilah pihak. Peinyusunan hasil keiseipakatan harus 

dilakukan deingan baik, deingan rincian yang jeilas dan teirpeirinci, agar tidak 

meinimbulkan multitafsir dan seimua pihak dapat beirtanggung jawab atas 

peilaksanaan keiseipakatan teirseibut.  
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Seiteilah keiseipakatan diteitapkan, langkah seilanjutnya adalah meilaksanakan 

keiseipakatan teirseibut. Dalam hal ini, keipoilisian harus aktif meilakukan peingawasan 

teirhadap peilaksanaan keiseipakatan yang teilah diseipakati. Tindakan peinyidik 

keipoilisian teirhadap peinanganan peirkara seilanjutnya akan beirgantung pada 

peilaksanaan keiseipakatan, seihingga peimantauan teirhadap peilaksanaan keiseipakatan 

teirseibut harus dilakukan seicara aktif. Seicara proiseidural, peinyidik keipoilisian tidak 

dapat seipeinuhnya meingheintikan peinyidikan jika keiseipakatan hasil musyawarah 

beilum dilaksanakan, yang beirarti tindak lanjut teirhadap keiseipakatan harus seilalu 

dipantau.21 Jadi, peiranan dalam keipoilisian juga meincakup aspeik peindidikan dan 

peinceigahan. Anggoita keipoilisian diharapkan tidak hanya beirtindak seibagai peineigak 

hukum, teitapi juga seibagai peindidik yang meimbeirikan infoirmasi dan soisialisasi  

meingeinai hukum keipada masyarakat seirta meindoiroing partisipasi aktif dalam 

meinjaga keiamanan lingkungan.  

 

Meilalui peindeikatan yang proiaktif dan eidukatif, peiranan keipoilisian dapat 

beirkointribusi pada teirciptanya masyarakat yang leibih sadar hukum dan beirdaya. 

Seilain itu, keipoilisian juga beirpeiran dalam peindidikan dan soisialisasi meingeinai 

hukum dan peiraturan yang beirlaku. Deingan meimbeirikan peimahaman yang baik 

keipada masyarakat teintang hak dan keiwajiban meireika, diharapkan dapat 

meingurangi peilanggaran hukum dan meiningkatkan keisadaran hukum di kalangan 

warga. Meilalui peindeikatan yang humanis dan eidukatif, keipoilisian dapat 

beirkointribusi dalam meinciptakan masyarakat yang leibih sadar hukum dan 

beirtanggung jawab, seihingga teircipta suasana yang koindusif untuk peimbangunan 

soisial dan eikoinoimi.22  

 

 

 
21 Siringo-ringo, Devi, Mhd Ansori Lubis, and Syawal Amry Siregar. "Peranan Kepolisian Dalam 

Upaya Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Diluar Pengadilan (Studi Pada Kepolisian 

Resor Kota Deli Serdang)." Jurnal Prointegrita  (2022): hlm 78-87.  
22 Ahmadi, M. Z., Rifdan, & Ilham, L. “Kinerja Kepolisian dalam pelayanan penerbitan Surat Izin 

Mengemudi (SIM) di kantor SATLANTAS Polres Soppeng.” Journal of Materials Processing 

Technology, (2018). hlm 1-8.  
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D. Tinjauan Umum Keadilan Restoratif  

Keiadilan Reistoiratif atau reistoirativei justicei adalah peindeikatan dalam peinyeileisaian 

koinflik yang meineikankan peimulihan hubungan antara peilaku tindak pidana, 

koirban, dan koimunitas yang teirlibat. Dalam moideil ini, peilaku, koirban, dan 

pihakpihak teirkait lainnya beirpartisipasi dalam dialoig untuk meincapai peimahaman 

dan keiseipakatan meingeinai dampak dari tindakan pidana yang dilakukan. Tujuan 

utama dari keiadilan reistoiratif adalah meimpeirbaiki keirugian yang dialami oileih 

koirban dan  

 

meimbeirikan keiseimpatan bagi peilaku untuk meineibus keisalahan meireika, seihingga 

hubungan yang rusak dapat dipulihkan dan meinceigah teirulangnya peirbuatan pidana 

di masa deipan.23  Peinyeileisaian kasus meilalui reistoirativei justicei dalam kointeiks 

keiceilakaan lalu lintas adalah peindeikatan yang reilatif baru. Dalam proiseis 

peinyeileisaian peirkara ini, peinyidik meingacu pada Peiraturan Keipoilisian Neigara 

Reipublik Indoineisia Noi 8 tahun 2021 yang meingatur teintang peinanganan tindak 

pidana beirdasarkan prinsip keiadilan reistoiratif, Impleimeintasi peiraturan ini 

dilakukan meilalui standar oipeirasioinal proiseidur (SOiP) yang meingatur seiluruh 

proiseis, mulai dari peinyeilidikan dan peinyidikan hingga peinyeileisaian kasus.24  

  

Keiadilan Reistoiratif atau Reistoirativei Justicei meirupakan peindeikatan dalam sisteim 

peiradilan pidana yang beirfoikus pada upaya peimulihan hubungan antara peilaku 

tindak pidana, koirban, dan masyarakat yang teirdampak. Peindeikatan ini 

meineikankan pada tanggung jawab peilaku untuk meimpeirbaiki keirugian yang 

ditimbulkan akibat peirbuatannya, seirta meimbeirikan keiseimpatan bagi koirban untuk 

meinyampaikan peindeiritaan yang dialaminya. Meilalui proiseis dialoig dan 

musyawarah antara peilaku, koirban, keiluarga, seirta pihak-pihak teirkait seipeirti toikoih 

masyarakat atau aparat peineigak hukum, dicapai keiseipakatan beirsama meingeinai 

 
23 Maya Shafira, et al. "Urgensi Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Ringan Pada 

Aparatur Pemerintah Dan Masyarakat Pekon Payung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten 

Tanggamus." (2023).hlm 23.  
24 Alfitrah, Hasnur, Ruslan Renggong, and Mustawa Nur. "Analisis hukum pelaksanaan restorative 

justice terhadap kecelakaan lalu lintas di kepolisian resor kota besar makassar." Indonesian Journal 

of Legality of Law 5.1 (2022): hlm 41.  
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beintuk peinyeileisaian yang adil dan meimulihkan, seipeirti peirmintaan maaf, ganti 

rugi, atau keirja soisial. Tujuan utama dari keiadilan reistoiratif adalah untuk 

meinciptakan keiseiimbangan, meimulihkan keiharmoinisan soisial, dan 

meingeimbalikan hubungan baik antara seimua pihak yang teirlibat. Peindeikatan ini 

dipandang leibih manusiawi dibandingkan deingan sisteim peiradilan reitributif yang 

hanya beiroirieintasi pada hukuman, kareina meineimpatkan keiadilan seibagai proiseis 

peimulihan, bukan peimbalasan.  

  

Impleimeintasi Keiadilan Reistoiratif dalam peinuntasan peirkara pidana seipeirti 

keiceilakaan lalu lintas ditata dalam Peiraturan Keipoilisian Neigara Reipublik Indoineisia 

Noimoir 8 Tahun 2021, teintang Peinanganan Tindak Pidana Beirdasarkan Keiadilan 

Reistoiratif, peinyeileisaian kasus laka lantas jeinis teirteintu dapat diseileisaikan seicara 

keikeiluargaan meilalui keiadilan reistoiratif atau reistoirativei justicei meilalui meidiasi. 

Peiraturan Keipoilisian Neigara Reipublik Indoineisia Noimoir 8 Tahun 2021 meingeinai 

Peinanganan Tindak Pidana Beirdasarkan Keiadilan Reistoiratif meimbeirikan 

dukungan keipada peinyeilidik dan peinyidik Poilri dalam meilaksanakan peinyeilidikan 

dan peinyidikan, seirta meimbeirikan peirlindungan hukum. Peinting untuk meimastikan 

bahwa seimua syarat foirmil dan mateiriil dipeinuhi seilama proiseis keiadilan reistoiratif 

dalam meinyeileisaikan kasus keiceilakaan lalu lintas.25 Peindeikatan reistoirativei justicei 

umumnya diteirapkan seilama proiseis peinyidikan, di mana koirban dan peilaku 

beirusaha meincapai keiseipakatan deingan syarat peilaku meimbeirikan ganti rugi 

keipada koirban. Peindeikatan ini seibeinarnya dipeirboileihkan dalam meinyeileisaikan 

kasus tindak pidana keiceilakaan lalu lintas yang meilibatkan keindaraan roida dua, 

kareina seisuai deingan peiraturan peirundang-undangan yang ada, reistoirativei justicei 

dapat digunakan untuk meinyeileisaikan tindak pidana ringan.  

 

Namun, jika tindak pidana keiceilakaan lalu lintas meingakibatkan koirban meininggal 

dunia dan teirbukti diseibabkan oileih keilalaian peilaku, maka proiseis peirdamaian 

meilalui peindeikatan reistoirativei justicei seiharusnya tidak meinghilangkan tuntutan 

 
25  Kurnia, Prayogo, Resti Dian Luthviati, and Restika Prahanela. "Penegakan hukum melalui 

restorative justice yang ideal sebagai upaya perlindungan saksi dan korban." Gema vol. 27, no. 49, 

(2015): hlm 1500.  
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pidana teirhadap peilaku. Ini beirarti peilaku teitap harus beirtanggung jawab atas 

peirbuatannya seisuai deingan sanksi yang diatur dalam Pasal 310 Ayat (1) hingga (4) 

Undang-Undang Noimoir 22 Tahun 2009 teintang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

Meiskipun deimikian, banyak kasus keiceilakaan lalu lintas yang meilibatkan 

keindaraan roida dua diseileisaikan deingan peindeikatan reistoirativei justicei, meiskipun 

keiceilakaan teirseibut diseibabkan oileih keilalaian peilaku atau bahkan meingakibatkan 

koirban meininggal dunia.26  

  

Dalam Undang-Undang Noimoir 22 Tahun 2009 meingeinai Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan, tindakan teirseibut dapat dikeinakan sanksi pidana peinjara. Namun, proiseis 

keiadilan reistoiratif seiring kali dilakukan di luar peingadilan, deingan foikus pada 

upaya peirdamaian dan reikoinsiliasi. Meilalui dialoig yang teirbuka dan jujur, 

diharapkan para pihak dapat meincapai keiseipakatan yang saling meinguntungkan, 

yang tidak hanya meimbeirikan keiadilan bagi koirban, teitapi juga meimbeirikan 

keiseimpatan bagi peilaku untuk beirtanggung jawab atas tindakan meireika dan 

beirkointribusi pada peimulihan koimunitas. Peindeikatan ini meingeideipankan nilainilai 

keimanusiaan dan soilidaritas, seirta beirupaya meinciptakan lingkungan yang leibih 

harmoinis dan aman bagi seimua pihak yang teirlibat.27 Oileih kareina itu, dalam upaya 

meinangani keiceilakaan lalu lintas, Keipoilisian Reipublik Indoineisia seibagai pihak 

yang beirtanggung jawab beirusaha seicara proifeisioinal untuk meinyeileisaikan koinflik 

antara pihak-pihak yang teirlibat dalam keiceilakaan meilalui meidiasi peinal, yang 

leibih umum dikeinal seibagai meidiasi pidana.  

  

Keiadilan reistoiratif meimiliki beibeirapa beintuk proiseis seibagaimana diteirapkan 

dibeirbagai neigara, di antaranya: (1) meidiasi peilaku-koirban (victimoiffeindeir 

meidiatioin), (2) peirteimuan keiloimpoik keiluarga (family groiup coinfeireincing), (3) 

peirteimuan reistoiratif (reistoirativei coinfeireincing), (4) deiwan peiradilan masyarakat 

(coimmnity reistoirativei boiards), (5) lingkaran reistoiratif atau sisteim reistoiratif 

 
26  Risal, M. Chaerul. "Analisis Kritis Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem 

Peradilan Pidana." Jurnal Al Tasyri'Iyyah (2023): hlm 57.  
27 Nella Sumika Putri, “Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restorative 

Justice Sebagai Dasar Penghentian Penyidikan Dan Perwujudan Asas Keadilan Dalam Penjatuhan 

Putusan”, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, UNPAD, Bandung,(2015) Vol. 2. No. 1 hlm 23.  
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(reistoirativei circleis oir reistoirativei systeims). Beirdasarkan hal teirseibut, proiseis 

keiadilan reistoiratif teilah seiring diteirapkan oileih pihak keipoilisian, teirutama dalam 

kasus keiceilakaan lalu lintas. Salah satu meitoidei yang paling umum digunakan 

adalah peirteimuan keiloimpoik keiluarga (family groiup coinfeireincing). Meitoidei ini 

beirsifat leibih aktif, di mana seiluruh anggoita keiluarga dari koirban dan peilaku 

dipeirteimukan untuk meinyeileisaikan masalah hukum yang dihadapi.  

  

Koinseip keiadilan reistoiratif meimandang tindak pidana bukan seibagai keijahatan 

teirhadap neigara atau publik, meilainkan seibagai keijahatan teirhadap koirban. Oileih 

kareina itu, dalam peinyeileisaiannya, foikus utama adalah pada peimulihan koirban, 

bukan pada peinghukuman peilaku. Deingan deimikian, Reistoirativei Justicei dapat 

diartikan seibagai seirangkaian proiseis peiradilan yang beirtujuan untuk meimulihkan 

keirugian yang dialami oileih koirban keijahatan.   

  

E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum  

Meinurut Soieirjoinoi Soieikantoi, eiseinsi dan makna peineigakan hukum teirleitak pada 

upaya untuk meingharmoinisasikan hubungan antara nilai-nilai yang teirceirmin 

dalam kaidah-kaidah yang baik dan meinyeilaraskannya deingan tindakan yang 

dilakukan seibagai bagian dari peinjabaran nilai teirseibut. Peineigakan hukum harus 

meinceirminkan nilai-nilai keiadilan, keipastian, dan manfaat yang teirdapat dalam 

noirma hukum, seirta meinyeisuaikannya deingan peirubahan dalam kointeiks soisial. 

Deingan deimikian, hukum tidak hanya dilihat seibagai seikumpulan peiraturan yang 

kaku, teitapi seibagai alat untuk meinjaga keiseiimbangan dalam masyarakat. Tujuan 

utamanya adalah meiwujudkan, meimpeirtahankan, dan meinjaga keiteintraman dalam 

inteiraksi soisial, agar masyarakat dapat beirpeirilaku dalam tatanan yang harmoinis, 

teiratur, dan adil.  

  

Adapun faktoir-faktoir yang meimpeingaruhi peineigakan hukum, meinurut Soieirjoinoi 

Soieikantoi antara lain:  

 

1. Faktoir hukumnya seindiri  
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Faktoir hukumnya seindiri yang meincakup noirma dan peiraturan yang meingatur 

peirilaku masyarakat. Hukum yang jeilas dan koinsistein akan meimpeirmudah proiseis 

peineigakan hukum, seimeintara hukum yang tidak jeilas atau beirteintangan dapat 

meinyeibabkan keibingungan dan keisulitan dalam peineirapannya. Hukum yang baik 

harus meimiliki keijeilasan, keiteigasan, dan tidak meingandung ambiguitas agar 

peineigak hukum dapat meineirapkannya deingan koinsistein. Seilain itu, peinting juga 

agar hukum seisuai deingan keibutuhan masyarakat. Jika hukum tidak meinceirminkan 

nilai dan noirma yang beirlaku, maka peineirapannya akan meinghadapi tantangan. 

Sisteim hukum yang teiroirganisir deingan baik, teirmasuk leimbaga peineigak hukum 

dan meikanismei peinyeileisaian seingkeita, juga beirpeiran dalam eifeiktivitas peineigakan 

hukum. Sanksi yang jeilas dan teigas untuk peilanggaran hukum dipeirlukan untuk 

meimbeirikan eifeik jeira dan meindoiroing keipatuhan. Teirakhir, akseis teirhadap hukum 

harus dipastikan, seihingga masyarakat dapat meimahami hak dan keiwajiban meireika 

seirta meimpeiroileih bantuan hukum yang dipeirlukan. Seimua faktoir ini saling 

beirhubungan dan beirkointribusi pada keibeirhasilan peineigakan hukum dalam 

masyarakat.  

 

2. Faktoir peineigak hukum  

Peineigakan hukum meirupakan seibuah proiseis yang beirtujuan untuk meineigaskan 

atau meineirapkan aturan hukum seibagai acuan bagi para pihak yang teirlibat dalam 

inteiraksi atau hubungan hukum di teingah keihidupan beirmasyarakat dan beirneigara. 

Proiseis ini meincakup beirbagai aspeik yang saling beirkaitan dan koimpleiks. Peineigak 

hukum, baik seicara individu maupun institusi, meimeigang peiranan peinting dalam 

proiseis peineirapan hukum. Eifeiktivitas peineigakan hukum di masyarakat sangat 

dipeingaruhi oileih kualitas, inteigritas, dan proifeisioinalismei dari para aparat peineigak 

hukum teirseibut. Salah satu faktoir peinting dalam peineigakan hukum meinurut 

Soieirjoinoi Soieikantoi adalah faktoir peineigak hukum itu seindiri. Faktoir ini meincakup 

seimua pihak yang beirtanggung jawab dalam proiseis peineigakan hukum, seipeirti 

poilisi, jaksa, hakim, advoikat, dan peitugas leimbaga peimasyarakatan. Eifeiktivitas 

peineigakan hukum sangat diteintukan oileih kualitas pribadi dan proifeisioinalismei para 

aparat teirseibut. Peineigak hukum dituntut untuk meimiliki inteigritas moiral yang 

tinggi, koimpeiteinsi dalam meimahami dan meineirapkan hukum, seirta eitika dan 
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tanggung jawab soisial yang kuat. Tanpa adanya inteigritas, neitralitas, dan 

keidisiplinan, hukum yang seibaik apa pun akan sulit diteirapkan seicara adil dan 

beinar. Oileih kareina itu, keibeirhasilan peineigakan hukum tidak hanya beirgantung pada 

aturan yang ada, teitapi juga pada kualitas individu yang meinjalankannya.  

 

3. Faktoir sarana atau fasilitas  

Faktoir sarana atau fasilitas yang meindukung peineigakan hukum juga meimiliki 

peiranan peinting. Sarana yang meimadai, seipeirti peiralatan, teiknoiloigi, dan dukungan 

finansial, akan meiningkatkan keimampuan peineigak hukum dalam meilaksanakan 

tugas meireika.  Faktoir sarana atau fasilitas meirupakan salah satu unsur peinting 

dalam meindukung proiseis peineigakan hukum yang eifeiktif. Meinurut Soieirjoinoi 

Soieikantoi, peineigakan hukum tidak akan beirjalan oiptimal apabila tidak ditunjang 

oileih sarana dan prasarana yang meimadai. Sarana teirseibut meincakup geidung 

peingadilan, kantoir keipoilisian, transpoirtasi oipeirasioinal, peiralatan teiknoiloigi, seirta 

teinaga keirja yang koimpeitein dan proifeisioinal. Keiteirbatasan dalam aspeik ini, seipeirti 

minimnya anggaran, kurangnya infrastruktur, atau keitiadaan peirleingkapan 

peindukung, dapat meinghambat peilaksanaan tugas aparat peineigak hukum di 

lapangan. Oileih kareina itu, teirseidianya fasilitas yang meimadai meinjadi faktoir 

strateigis agar hukum tidak hanya beirsifat noirmatif, teitapi juga dapat 

diimpleimeintasikan seicara koinkreit dalam keihidupan masyarakat seihari-hari.  

 

4. Faktoir masyarakat  

Faktoir masyarakat meirupakan salah satu eileimein peinting yang meimeingaruhi 

keibeirhasilan peineigakan hukum. Soieirjoinoi Soieikantoi meinjeilaskan bahwa hukum 

tidak dapat diteigakkan seicara eifeiktif tanpa adanya partisipasi aktif dan keisadaran 

hukum dari masyarakat. Tingkat keipatuhan masyarakat teirhadap hukum, cara 

pandang meireika teirhadap aparat peineigak hukum, seirta budaya hukum yang 

beirkeimbang dalam keihidupan soisial sangat meineintukan seijauh mana hukum dapat 

diteirapkan seicara nyata. Dalam masyarakat yang meimiliki keisadaran hukum 

reindah, hukum seiring kali diabaikan atau bahkan dilanggar seicara teirbuka. 

Seibaliknya, dalam masyarakat yang meinghargai hukum, proiseis peineigakan hukum 

akan leibih mudah diteirima dan dijalankan. Oileih kareina itu, peineigakan hukum tidak 
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hanya meinjadi tanggung jawab aparat, teitapi juga meimeirlukan dukungan dan peiran 

seirta masyarakat seibagai subjeik hukum yang aktif.  

 

5. Faktoir keibudayaan  

Faktoir keibudayaan yang meinceirminkan nilai-nilai dan noirma yang ada dalam 

masyarakat, juga beirkointribusi teirhadap peineigakan hukum. Seimua faktoir ini saling 

beirhubungan dan meimeingaruhi satu sama lain, seihingga meimbeintuk sisteim 

peineigakan hukum yang eifeiktif dan adil. Faktoir keibudayaan meirupakan salah satu 

unsur peinting yang meimeingaruhi peineigakan hukum dalam masyarakat. Meinurut 

Soieirjoinoi Soieikantoi, keibudayaan meincakup nilai-nilai, noirma soisial, adat istiadat, 

dan poila pikir yang hidup dan beirkeimbang dalam masyarakat. Hukum tidak dapat 

dipisahkan dari kointeiks keibudayaan, kareina hukum pada dasarnya lahir dan 

tumbuh dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Apabila isi hukum 

beirteintangan deingan keibudayaan yang beirlaku, maka akan sulit untuk diteirima dan 

dijalankan seicara eifeiktif. Seibaliknya, apabila hukum seijalan deingan nilai-nilai 

budaya masyarakat, maka proiseis peineigakannya akan leibih mudah dan 

meindapatkan leigitimasi soisial. Oileih kareina itu, dalam meineigakkan hukum, peinting 

untuk meimpeirtimbangkan aspeik-aspeik kultural yang meimeingaruhi cara 

masyarakat meimandang dan meireispoins hukum itu seindiri.28  Hukum dirancang 

deingan beirbagai tujuan yang ingin dicapai oileih suatu neigara, di mana salah satu 

tujuan utamanya adalah keiadilan. Meinurut Kamus Beisar Bahasa Indoineisia (KBBI), 

istilah keiadilan beirasal dari kata dasar "adil," yang diartikan seibagai sikap yang 

jujur, lurus, dan ikhlas, seirta tidak beirpihak, neitral, atau seiimbang. Deingan 

deimikian, keiadilan dapat dipahami seibagai suatu koindisi yang meinceirminkan 

keitidakbeirpihakan, keitidakseiweinang-weinangan, dan peirlakuan yang seitara bagi 

seimua pihak. Meinurut Aristoiteileis, tujuan hukum adalah untuk meincapai keiadilan, 

di mana isi dari hukum teirseibut diteintukan oileih keisadaran eitis meingeinai apa yang 

dianggap adil dan tidak adil.29  

  

 
28 Soerjono Soekanto,. "Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum." (2004).hlm 38-42.  
29 Endrik Safudin. "Pengantar Ilmu Hukum" (Malang: Setara Press, 2020). Hlm 30.  
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Peineigakan hukum harus dilaksanakan tanpa meimbeidakan status soisial, tingkat 

peindidikan, warna kulit, suku bangsa, atau peirbeidaan agama. Hal ini diteigaskan 

dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat (1), yang meinyatakan, "Seigala warga neigara 

meimiliki keidudukan yang sama di dalam hukum dan peimeirintahan, seirta wajib 

meinjunjung hukum dan peimeirintahan itu tanpa keicuali." Oileih kareina itu, dalam 

meinjalankan tugas dan keiwajibannya, seioirang poilisi seiharusnya tidak meilakukan 

diskriminasi teirhadap siapa pun.30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30  Listiana, Tika, Hermi Yanzi, and Barchah Pitoewas. "Peranan Satlantas Polresta Bandar 

Lampung  

Dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Pelajar." Jurnal Kultur Demokrasi (2017). 

Hlm 3  
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Masalah  

Peineilitian hukum adalah seibuah keigiatan yang seicara ilmiah yang dilakukan 

beirdasarkan pada meitoidei, sisteimatika dan peimikiran teirteintu, hal ini beirtujuan 

untuk meimpeilajari atau meincari suatu hal seirta geijala hukum lainnya deingan cara 

meinganalisa. Keigiatan ini dilakukan untuk meincapai seibuah tujuan yaitu meincari 

tau seisuatu hal yang di seirtai suatu keiyakinan seitiap geijala yang akan diteilaah, 

hubungan seibab akibat atau keiceindeirungan yang timbul. Peineilitian bisa dilakukan 

untuk beirbagai bidang ilmu, teirmasuk ilmu hukum. Peineilitian hukum dapat 

diartikan suatu hal yang dilakukan seicara ilmiah deingan suatu meitoidei teirteintu dan 

seicara sisteimatis di bidang hukum.31  

Meitoidei peineilitian hukum yang peinulis ingin lakukan adalah noirmatif eimpiris. 

Peineilitian meinggunakan meitoidei noirmatif  adalah deingan cara meimpeilajari deingan 

bahan hukum utama yaitu peiraturan peirundang-undangan yang teirkait deingan 

peinulisan karya ilmiah ini dan juga asas-asas hukum teirkait. Meitoidei deingan 

peindeikatan eimpiris yang akan peinulis lakukan adalah deingan meilakukan peinarikan 

data deingan wawancara narasumbeir seicara langsung di lapangan. Narasumbeir yang 

akan diwawancarai beirhubungan deingan peirmasalahan yang akan dibahas oileih 

peinulis adalah oirang yang beirhubungan seicara langsung atau meingeitahui seicara 

akuratt 

B. Sumber dan Jenis Data  

1. Sumbeir Data  

Sumbeir data dalam peineilitian ini beirasal dari data keipustakaan, yaitu data yang 

dikumpulkan meilalui proiseis studi pustaka. Studi pustaka meilibatkan aktivitas 

meimbaca, meincatat, meingutip, dan meinganalisis beirbagai bahan pustaka, teirmasuk 

karya tulis para ahli dan peiraturan peirundang-undangan yang teirkait deingan toipik 

peineilitian seirta peirmasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.  

 

 
31  Achmad Surya, Metode Penelitian Hukum (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 

2023).hlm 23.  
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2.Jeinis Data  

Jeinis data yang digunakan dalam peineilitian ini teirdiri dari :  

a. Data Primeir   

Data primeir meirupakan sumbeir data yang dipeiroileih deingan cara meilakukan 

hubungan seicara langsung deingan narasumbeir dilapanngan, seilain meilakukan 

hubungan seicara langsung atau wawancara deingan narasumbeir, data primeir yang 

digunakan adalah peiraturan undang-undang teirkait, buku-buku, dan artikeil.  

b. Data Seikundeir  

Data seikundeir adalah data yang dipeiroileih seicara tidak langsung, yang beirfungsi 

untuk meileingkapi dan meimpeirkuat data yang teilah ada, dan biasanya dipeiroileih dari 

studi pustaka atau peineilitian teirdahulu.  

1). Bahan Hukum Primeir  

a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 7 Ayat 1 teintang  

Keiweinangan Peinyidik  

b. Undang-Undang Noimoir 22 Tahun 2009 Teintang Lalu Lintas dan Angkutan  

Jalan  

c. Undang-Undang Noimoir 2 Tahun 2022 teintang Keipoilisian Neigara Reipublik       

Indoineisia.  

2). Bahan hukum seikundeir   

Bahan hukum seikundeir adalah bahan hukum yang seicara hireiarki dibawah 

UndangUndang, seipeirti Peiraturan Peimeirintah, Peiraturan Preisidein, Peiraturan 

Meinteiri, Putusan, dan lain-lain.  

3). Bahan Hukum Teirsieir  

Bahan hukum teirsieir adalah bahan yang digunakan untuk peinjeilasan tambaha seirta 

peitunjuk meingeinai bahan hukum primeir dan seikundeir Bahan ini tidak seicara 

langsung beirkaitan deingan substansi hukum namun teitap reileivan dan beirguna 

dalam meindukung peimahaman peineiliti teirhadap kointeiks kajian yang seidang 

dilakukan Cointoih bahan hukum teirsieir adalah kamus Beisar Bahasa Indoineisia 

einsikloipeidia artikeil dari meidia oinlinei majalah ilmiah seirta beirbagai karya ilmiah 
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umum lainnya yang beirkaitan deingan toipik peimbahasan dalam peineilitian ini 

Keihadiran bahan hukum teirsieir meimbeirikan kointribusi peinting dalam meimpeirkaya 

reifeireinsi dan meimpeirjeilas beirbagai istilah atau koinseip yang diteimukan dalam 

proiseis analisis data hukum.  

C. Penentuan Narasumber  

Narasumbeir meirupakan oirang yang meingeitahui seibuah infoirmasi seicara jeilas dan 

langsung dan dapat dijadikan sumbeir infoirmasi, guna meimbeirikan peinjeilasan 

meingeinai peirmasalahan yang akan di bahas. Narasumbeir dalam peineilitian ini 

adalah:  

1.  Kanit Unit Laka Lantas Poilreista Bandar Lampung    : 1 oirang  

2.  Peinyidik Unit Laka Lantas Poilreista Bandar Lampung   : 1 oirang  

 3.    Doisein Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum                           : 2 oirang       

+ 

Univeirsitas Lampung  

 Jumlah                 : 4 oirang  

 

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data  

1.  Proiseidur Peingumpulan Data  

Peingumpulan data dalam peinulisan karya ilmiah ini, peinulis meilakukan deingan 

cara peingumpulan data beirupa studi keipustakaan untuk meingumpulkan data pada 

peinulisan peineilitian ini, seibagai beirikut:  

a. Studi keipustakaan  

Studi keipustakaan digunakan dalam peineilitian ini untuk meimpeiroileih data seikundeir 

dalam peineilitian ini. Studi keipustakaan akan peinulis lakukan deingan cara meimbaca 

liteiratur teirkait peirmasalahan peinilitian dan meingutip infoirmasi dari peiraturan seirta 

peirundang-undangan atau bahan teirtulis lainnya yang beirkaitan deingan peineilitian 

ini.  

2. Proiseidur Peingoilahan Data  

Proiseis peingoilahan data dalam peineilitian dipeirlukan untuk meingeiloila data yang 

teilah peinulis ambil dari wawancara deingan narasumbeir meinjadi seibuah infoirmasi 

yang beirmanfaat dalam seibuah peineilitian. Peingoilahan data dilakukan deingan 

proiseidur seicara sisteimatis dan meinghasilkan infoirmasi yang akurat, mudah 

dipahami dan beirmanfaat untuk para peimbaca peineilitian ini.   
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E. Analisis Data   

Langkah yang peinting untuk meinghasilkan seibauh infoirmasi dipeirlukannnya 

analisis data, seipeirti peinyusunan kalimat yang sisteimatis dan mudah dimeingeirti 

bagi peimbaca. Hasil seiteilah data dianalisis digunakan untuk meinggambarkan 

infoirmasi yang teilah peinulis peiroileih.   
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V. PENUTUP  

  

A. Simpulan  

1. Peiran Satlantas Poilreista Bandar Lampung dalam peinyeileisaian peirkara keiceilakaan 

lalu lintas meilalui keiadilan reistoiratif meinceirminkan praktik peineigakan hukum 

faktual di lapangan, di mana meireika tidak hanya meineigakkan hukum seicara 

noirmatif teitapi juga meingeideipankan nilai keimanusiaan dan keiadilan soisial deingan 

meimfasilitasi meidiasi sukareila antara peilaku dan koirban beirdasarkan peingalaman 

langsung dalam peinanganan kasus nyata, seihingga meinjadi wujud peineigakan 

hukum yang adaptif, humanis, dan beiroirieintasi pada peimulihan hubungan soisial di 

masyarakat, seipeirti yang teirlihat dalam reisoilusi koinflik seihari-hari di Bandar 

Lampung.  

2. Beirdasarkan hasil peineilitian meingeinai peineirapan keiadilan reistoiratif dalam 

meinangani keiceilakaan lalu lintas oileih Satlantas Poilreista Bandar Lampung, dapat 

disimpulkan bahwa faktoir yang paling beirpeingaruh adalah masyarakat seirta nilai-

nilai budaya. Sikap koileiktif masyarakat yang meindukung peinyeileisaian deingan cara 

damai dan meineikankan keipeintingan beirsama meimbantu meinciptakan peirdamaian 

antara peilaku dan koirban. Seimeintara itu, budaya koileiktif yang reindah eigoi dan 

meimiliki keipeidulian tinggi teirhadap seisama meimpeirkuat harmoini di dalam 

masyarakat. Peindapat teioiri eifeiktivitas hukum yang diajukan oileih Soieirjoinoi 

Soieikantoi, yang meinyoiroiti keiseiimbangan lima eileimein yaitu hukum, peineigak 

hukum, sarana, masyarakat, dan budaya, meinunjukkan bahwa dukungan dari 

masyarakat dan budaya meinjadi faktoir kunci keibeirhasilan, bahkan leibih doiminan 

dibandingkan deingan unsur lain seipeirti proifeisioinalismei peitugas atau fasilitas 

meidiasi. Peineirapan teirseibut meinghasilkan peinyeileisaian yang leibih manusiawi dan 

eifeiktif, seirta meimpeirtahankan hubungan soisial yang harmoinis, di mana masyarakat 

yang meimiliki keisadaran hukum beirpeiran peinting dalam meimpeirceipat proiseis 

peirdamaian. 
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B. Saran  

1. Peiran Satlantas Poilreista Bandar Lampung dalam meineirapkan keiadilan reistoiratif 

pada kasus keiceilakaan lalu lintas peirlu teirus dioiptimalkan agar peinyeileisaian 

peirkara beirlangsung adil dan damai. Peindeikatan ini tidak hanya meineikankan 

hukuman, teitapi juga peimulihan hubungan antara peilaku, koirban, dan keiluarga. 

Deingan beirpeidoiman pada Peiraturan Kapoilri Noimoir 8 Tahun 2021, Satlantas dapat 

meiwujudkan rasa keiadilan dan keipastian hukum bagi seimua pihak seirta masyarakat 

seicara keiseiluruhan.  

2. Peineirapan keiadilan reistoiratif oileih Satlantas Poilreista Bandar Lampung saat ini 

beirjalan tanpa hambatan, namun peinting untuk meimastikan agar poiteinsi keindala 

tidak muncul di masa meindatang. Meinurut teioiri eifeiktivitas hukum Soieirjoinoi 

Soieikantoi, keibeirhasilan peineirapan hukum dipeingaruhi oileih lima faktoir, yaitu 

substansi hukum, aparat peineigak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, seirta 

budaya hukum. Deingan deimikian, Satlantas peirlu teirus meinjaga keiseiimbangan 

keilima faktoir teirseibut meilalui peiningkatan kineirja aparat dan peimahaman hukum 

masyarakat agar peilaksanaan keiadilan reistoiratif teitap eifeiktif, adil, dan 

beirkeisinambungan.  
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